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MOTTO
 َرۡسُعۡلٱ ُمُكِب ُدِيُري َلاَو َرۡسُيۡلٱ ُمُكِب ُ َّ ٱ ُدِيُري...)١٨٥(
“. . . Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran
bagimu...” (Q.S. Al-Baqarah [2] : 185)
 َرَـت نَع ًةَرَِٰتج َنوُكَت نَأ َّٓلاِإ ِلِطَٰبۡلٱِب مُكَن ۡـيَـب مُكَل َٰوۡمَأ ْآوُلُك َۡ  َلا ْاوُنَماَء َنيِذَّلٱ اَهـَُّي َٰٓضا ◌ٖ
 ۡۚمُكن ِّم َلاَو ْآوُلُـتۡقَـت ۡۚمُكَسُفَنأ َّنِإ ََّ ٱ َناَك ۡمُكِب ميَِحر ◌ٗا) .٢٩ (
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang
berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu
membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”
(Q.S. An-nisa [4] : 29)
vii
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PEDOMAN TRANSLITERASI
Pedoman trasliterasi yang dipakai dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama
Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan
0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah :
1. Konsonan
Fenom konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab
dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian
dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf
serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin
adalah sebagai berikut :
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama
ا alif Tidak
dilambangkan
Tidak
dilambangkan
ب ba b Be
ت ta t Te
ث s\a s\ Es (dengan titik
di atas)
ج jim j Je
ح H}a h} Ha (dengan titik
di bawah)
خ kha kh Ka dan ha
د dal d De
ذ zal z\ Zet (dengan titik
di atas)
ر ra r Er
ز zai z Zet
ix
 س sin s Es
 ش Syin sy Es dan ye
ص s}ad s} Es (dengan titik
di bawah)
ض d}ad d} De (dengan titik
di bawah)
ط t}a t} Te (dengan titik
di bawah)
ظ z}a z} Zet (dengan titik
di bawah)
ع ‘ain ...'..... Koma terbalik di
atas
غ gain g Ge
ف fa f Ef
ق qaf q Ki
ك kaf k Ka
ل lam l El
م mim m Em
ن nun n En
و wau w We
 ه ha h Ha
ء hamzah ...'... Apostrop
ى ya y ye
2. Vokal
Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.
xa. Vokal Tunggal
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau
harakat, transliterasinya sebagai berkut :
Tanda Nama Huruf Latin Nama
 َ◌ Fathah A A
 ٍ◌ Kasrah I I
 ُ◌ Dammah U U
Contoh :
No Kata Bahasa Arab Transiterasi
1.  بتک Kataba
2.  رکذ Żukira
3.  بهذي Yazhabu
b. Vokal Rangkap
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan
antara harkat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :
Tanda dan
Huruf
Nama
Gabungan
Huruf
Nama
ى . . . أ Fathah dan ya Ai a dan i
و . . . أ Fathah dan wau Au a dan u
Contoh :
No Kata Bahasa Arab Transliterasi
1.  فيک Kaifa
2.  فيح Ḥaula
xi
3. Maddah
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan
huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :
Harakat dan
Huruf
Nama
Huruf dan
Tanda
Nama
ي . . . أ Fathah dan alif
atau ya
Ā
a dan garis di
atas
ي . . . أ
Kasrah dan ya Ī
i dan garis di
atas
و . . . أ Dammah dan
wau
Ū
u dan garis di
atas
Contoh :
No Kata Bahasa Arab Transliterasi
1. لاق Qāla
2.  ليق Qĩla
3. لوقي Yaqūlu
4.  يمر Ramā
4. Ta Marbutah
Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu :
a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau
dammah transliterasinya adalah /t/.
b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah
/h/.
Apabila pada suatu kata yang diakhiri kata Ta Marbutah diikuti oleh
kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah
maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.
xii
Contoh :
No Kata Bahasa Arab Transliterasi
1. لافط ا  ةضور Rauḍah al-aṭfãl
2.  ةحلط Ṭalḥah
5. Syaddah (Tasydid)
Yaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan
dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini
tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama
dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.
Contoh :
No Kata Bahasa Arab Transliterasi
1. انبر Rabbana
2. ّلزن Nazzala
6. Kata Sandang
Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu لا.
Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang
yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sedang yang diikuti oleh huruf
Qamariyyah.
Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyag ditranslitersikan sesuai
dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf
yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang
diikuti oleh huruf Qomariyyah di transliterasikan sesuai dengan aturan yang
digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf
Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti
dan dihubungkan dengan kata sambung.
xiii
Contoh :
No Kata Bahasa Arab Transliterasi
1.  لّجرلا Ar-rajulu
2. للاجلا Al-Jalālu
7. Hamzah
Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah
ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di
akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam
tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini :
No Kata Bahasa Arab Transliterasi
1.  لكٲ Akala
2. نوذخ ت Ta’khuzūna
3. ؤنلا An-Nau’u
8. Huruf Kapital
Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi
dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam
EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan
kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis
dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata
sandangnya.
Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam
tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan terebut
disatukan dengan kata lain sehingga ada hurud atau harakat yang dihilangkan,
maka huruf kapital tidak digunakan.
Contoh :
No Kata Bahasa Arab Transliterasi
1.  لوسرلاإدحممامو Wa mā Muḥammadun illā rasūl
2. لماعلا بر هّٰللدمحلا Al-ḥamdu lillahi rabbil ‘ālamīna
xiv
9. Penulisan Kata
Pada dasarnya setiap kata baik fi’il, isim, maupun huruf ditulis terpisah.
Bagi kata-kata tentun yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim
dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan
maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua
cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkap.
Contoh :
No Kata Bahasa Arab Transliterasi
1. قزارلا خ وهل هّٰللا نٳو Wa innallaha lahuwa khair ar-rāziqin /
Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn
2. نازيلماو ليكلا  اوفوأف
Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa auful-
kaila wal mīzāna
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ABSTRAK
INTAN MURNINGSIH, NIM: 15.21.11.074 “PELAKSANAAN AKAD
MURA>BAH}AH BIL WAKA>>>LAH DI PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TENGAH DITINJAU DARI FATWA NOMOR 04/DSN-MUI/IV/2000
DAN FATWA NOMOR 09/DSN-MUI/IV/2000 (Studi Kasus di Bank Jateng
KCP. Syariah Sragen)”. Akad mura>bah}ah, merupakan proses pembelian barang
pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang telah disepakati. Berdasarkan
keputusan Gubernur BI No.12/13/KEP.GB/DPG/2010, Bank Jateng Syariah resmi
melaksanakan prinsip-prinsip syariah, salah satunya fasilitas pembiayaan
mura>bah}ah. Adapun pokok permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah
(1) Bagaimana pelaksanaan akad Mura>bah}ah bil waka>lah di Bank Jateng KCP.
Syariah Sragen ? (2) Bagaimana Tinjauan Fatwa Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 dan
Fatwa Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 terhadap pelaksanaan Mura>bah}ah bil
waka>lah Bank Jateng KCP. Syariah Sragen.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam prakteknya proses akad
Mura>bah}ah di Bank Jateng KCP. Syariah Sragen terbagi menjadi dua skema yaitu
akad pembiayaan mura>bah}ah murni dan Akad pembiayaan mura>bah}ah bil waka>lah.
Akad pembiayaan mura>bah}ah murni yaitu bank menjual barang kepada nasabah
sesuai permintaan dan akad mura>bah}ah bil waka>lah yaitu pihak bank mewakilkan
langsung kepada nasabah untuk membeli barang yang dibutuhkan.
Di dalam pelaksanaan akad pembiayaan mura>bah}ah bil waka>lah di Bank
Jateng KCP. Syariah Sragen kepada calon nasabah memungkinkan mengandung
unsur non syari, hal ini jika barang yang diakadkan tidak diwujudkan oleh para
pihak. Karena mura>bah}ah adalah akad yang demikian ini lebih mendekati akad
pinjam meminjam, dan sistem pembiayaan mura>bah}ah bil waka>lah tersebut tidak
sepenuhnya sesuai dengan Fatwa DSN-MUI yang berlaku.
Kata Kunci: Akad, Mura>bah}ah bil waka>lah, Bank Jateng
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ABSTRACT
INTAN MURNINGSIH, NIM: 15.21.11.074 “PELAKSANAAN AKAD
MURA>BAH}AH BIL WAKA>>>LAH DI PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TENGAH DITINJAU DARI FATWA NOMOR 04/DSN-MUI/IV/2000
DAN FATWA NOMOR 09/DSN-MUI/IV/2000 (Studi Kasus di Bank Jateng
KCP. Syariah Sragen)”. Mura>bah}ah a contract is a process of purchasing goods at
the original price with additional agreed benefits. Based on the decision of the
Governor of BI No.12/13/KEP.GB/DPG/2010, Bank Pembangunan Daerah Jawa
Tengah officially implements sharia principles, one of which is mura>bah}ah
financing facilities. The main issues examined in this study are (1) How is the
implementation of mura>bah}ah bil waka>lah at Bank Jateng KCP. Sharia Sragen? (2)
How to Review Fatwa Number 04/DSN-MUI/IV/2000 and Fatwa Number
09/DSN-MUI /IV/2000 on the implementation of mura>bah}ah bil waka>lah when
Bank Jateng KCP. Sharia Sragen? (2) How to Review Fatwa Number 04/DSN-
MUI/IV/2000 and Fatwa Number 09/DSN-MUI/IV/2000.
The results of the study indicate that in practice the mura>bah}ah contract
process is at the Bank Jateng KCP. Sharia Sragen is divided into two schemes
namely mura financing contract pure financing and contract financing mura>bah}ah
bil waka>lah. Mura financing agreement that is purely that the bank sells goods to
customers on demand, this is in accordance with expert opinion. Whereas
mura>bah}ah bil waka>lah that is, the bank represents directly to the customer to buy
the needed items.
In the implementation of the mura>bah}ah financing agreement at the Bank
Jateng KCP. Sharia Sragen that uses the mura>bah}ah bil waka>lah contract to the
prospective customer allows it to contain non-syari elements, this is if the goods
accrued are not realized by the parties. Because mura>bah}ah is this contract more
close to the loan lending contract, and the mura>bah}ah bil waka>lah system does not
fully comply with the prevailing fatwa.
Keywords : Akad, Mura>bah}ah bil Waka>lah, Bank Jateng
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1BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Lembaga Keuangan Syariah (LKS) menurut Dewan Syariah Nasional
(DSN) adalah lembaga keuangan yang mengeluarkan produk keuangan syariah
dan yang mendapat ijin operasional sebagai lembaga keuangan syariah.
Definisi ini menegaskan bahwa suatu LKS harus memenuhi dua unsur, yaitu
unsur kesesuaian dengan syariah Islam dan unsur legalitas operasi sebagai
lembaga keuangan.1
Pelaksanaan sistem ekonomi lembaga keuangan syariah di Indonesia
kini sudah mulai berkembang. Terbukti dengan banyaknya unit usaha syariah
yang lahir untuk turut serta meningkatkan taraf hidup rakyat Indonesia dengan
menerapkan prinsip ekonomi Islam. Salah satunya adalah perbankan syariah di
daerah Sragen yaitu PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Kantor
Cabang Pembantu Syariah Sragen (Bank Jateng KCP. Syariah Sragen).
1 Rizal Yaya, dkk., Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer, (Jakarta:
Salemba Empat, 2014), hlm. 34.
2Pembiayaan Mura>bah}ah merupakan akad pembiayaan yang
mendominasi di Bank Jateng KCP. Syariah Sragen, hal ini disebabkan karena
akad Mura>bah}ah sangat mudah diterapkan.2 Apabila pada saat itu bank tidak
memiliki barang yang dibutuhkan nasabah, maka bank akan menyertakan akad
Mura>bah}ah bil waka>lah tersebut dimana nasabah membeli barang yang
dibutuhkannya di toko atau supplier dengan dana yang sudah disediakan dan
atas nama bank.3
Menurut Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 bahwa
Mura>bah}ah didefinisikan sebagai kegiatan menjual suatu barang dengan
menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan
harga yang lebih sebagai laba. Bank wajib menyediakan barang nasabah dalam
akad pembiayaan Mura>bah}ah, apabila bank tidak memiliki barang yang
dibutuhkan nasabah maka bank dapat melakukan Mura>bah}ah dengan pesanan,
yaitu membelikan dulu barang kebutuhan nasabah dari toko atau supplier
kemudian menjualnya kembali pada nasabah dengan mengambil keuntungan
dari harga pokok ditambah dengan margin yang didapat dari selisih penjualan
barang tersebut.4
2 M. Ikhsan Sari H., KA Bank Jateng KCP. Syariah Sragen, Wawancara Pribadi, 12 November
2018, Jam 09.00-10.00 WIB.
3 M. Ikhsan Sari H., KA Bank Jateng KCP. Syariah Sragen, Wawancara Pribadi, 12 November
2018, Jam 09.00-10.00 WIB.
4 Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000.
3Fatwa DSN-MUI Nomor 10/DSN-MUI/IV/2000 juga menegaskan
bahwa “Dalam rangkai mencapai tujuan sering diperlukan pihak lain untuk
mewakilinya melalui akad waka>lah, yaitu pelimpahan kekuasaan oleh satu
pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan”.5 Akad waka>lah
adalah situasi dimana satu pihak memberikan kuasa atau amanah kepada pihak
lain untuk bertindak sebagai wakil dirinya. Amanah yang telah diberikan
tersebut menjadi janji terhadap menerima amanah, dengan demikian
menunjukkan bahwa nasabah masih merupakan orang yang diberikan amanah
oleh pihak bank untuk membelikan suatu barang yang mana barang tersebut
masih merupakan milik bank.6
Pemberian akad Mura>bah}ah bil waka>lah juga telah diatur dalam Fatwa
DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000, dinyatakan pada poin ke 9 bahwa
“Jika hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ke
tiga, akad jual beli Mura>bah}ah harus dilakukan setelah barang secara prinsip
menjadi milik bank”.7
Ketentuan persyaratan minimum akad ini disusun berpedoman kepada
Fatwa yang diterbitkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) dengan
memberikan lebih rinci aspek teknis perbankan guna menyediakan landasan
5 Fatwa DSN-MUI Nomor 10/DSN-MUI/IV/2000.
6 Riyudi Zaqiya, “Implementasi Wakalah pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah” Jurnal
Ekonomi Syariah, (Sumatera Barat) Vol 3 Nomor 01, 2015. hlm. 131.
7 Ibid.
4hukum yang cukup bagi pihak yang berkepentingan. Akad mengikat kedua
belah pihak yang saling bersepakat, yakni masing-masing pihak terkait untuk
melaksanakan kewajiban mereka yang telah disepakati terlebih dahulu.8
Semestinya semua Lembaga Keuangan Syarah yang menyelenggarakan atau
mengeluarkan prodak Mura>bah}ah bil waka>lah sesuai dengan ketentuan Fatwa
DSN-MUI yang ada.
Dalam prakteknya di Perbankan Syariah banyak terjadi penyimpangan-
penyimpangan dalam penerapan mura>bah}ah bil waka>lah seperti pada
penelitian Achmad Subchan terkait dengan pembiayaan Mura>bah}ah atas
pembelian barang di Bank Central Asia (BCA) Syariah Semarang yaitu bahwa
prosedur dalam pemberian pembiayaan mura>bah}ah tersebut belum sesuai
dengan ketentuan yang terdapat dalam Fatwa DSN MUI.9
Dalam penelitian yang dilakukan oleh Achmad Subchan ditemukan
bahwa Bank Central Asia (BCA) Syariah Semarang memberikan pembiayaan
atas pembelian barang kepada nasabah dengan menggunakan waka>lah. Salah
satu contohnya yaitu pada pembiayaan atas pembelian kendaraan. Bank hanya
sebatas memberikan dana pinjaman kepada nasabah sesuai dengan nominal
yang diajukan. Kemudian nasabah mencari sendiri kendaraan sesuai spesifikasi
yang diinginkan. Bank menyertakan surat mura>bah}ah bil waka>lah didalam
8 Adiwarman A.Karim, Bank Islam (Analisis Fiqih dan keuangan), Ed. 4 Cet. 7, (Jakarta: Raja
Grafindo Persada, 2010), hlm. 65.
9 Achmad Subchan, “Implikasi Wakalah pada Akad Mura>bah}ah oleh Bank BCA Syariah
Semarang”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Hukum. Semarang. 2015. Hlm. 45.
5pembiayaan tersebut sebagai pelimpahan kekuasaan atas pembelian barang
oleh nasabah.10
Jadi, dalam hal ini nasabah melakukan transaksi jual beli langsung
dengan supplier tanpa perantara pihak bank. Seharusnya dalam hal ini akad
mura>bah}ah terjadi setelah akad waka>lah, atau ketika barang sudah dimiliki oleh
bank kemudian baru terjadi akad mura>bah}ah, karena dalam hal ini nasabah
memberikan mandat kepada bank untuk membelikan barang yang diinginkan.11
Dengan adanya penyimpangan-penyimpangan yang terjadi diberbagai
bank syariah seperti pada hasil penelitian diatas, maka tidak menutup
kemungkinan hal tersebut dapat terjadi di BPD Bank Jateng Syariah. Oleh
karena itu menjadi penting untuk melakukan penelitian di BPD Bank Jateng
Syariah yang disitu menggunakan akad mura>bah}ah bil waka>lah .
Sesuai dengan rumusan masalah di atas Penulis mengangkat judul
“Pelaksanaan akad Mura>bah}ah Bil Waka>lah di PT. Bank Pembangunan
Daerah Jawa Tengah ditinjau dari Fatwa Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000
dan Fatwa Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 (Studi Kasus di Bank Jateng
KCP. Syariah Sragen)” sebagai Skripsi agar akad mura>bah}ah bil waka>lah
dapat diaplikasikan dalam produk-produk jasa perbankan syariah sesuai dan
tidak terjadi penyimpangan dalam kaidah secara prinsip syarat Islam.
10 Ibid.
11 Ibid. Hlm. 45.
6B. Rumusan Masalah
Berdasarkan pada tema dalam proposal ini, maka perlu adanya batasan
agar penelitian ini lebih terarah dan tersistem dengan pokok pembahasan
diantaranya:
1. Bagaimana Tinjauan Fatwa Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 terhadap
pelaksanaan akad mura>bah}ah bil waka>lah di Bank Jateng KCP. Syariah
Sragen?
2. Bagaimana Tinjauan Fatwa Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 terhadap
pelaksanaan akad mura>bah}ah bil waka>lah di Bank Jateng KCP. Syariah
Sragen?
C. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan penelitian skripsi ini, diantaranya :
1. Untuk Mengetahui Tinjauan Fatwa Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000
terhadap pelaksanaan akad mura>bah}ah bil waka>lah di Bank Jateng KCP.
Syariah Sragen.
2. Untuk Mengetahui Tinjauan Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 terhadap
pelaksanaan akad mura>bah}ah bil waka>lah di Bank Jateng KCP. Syariah
Sragen.
7D. Manfaat Penelitian
Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik
secara teoritis yaitu hasil penelitian ini dapat menambah khazanah ilmiah dan
atau sebagai bahan kajian lebih lanjut,12 secara praktis penulis, masyarakat luas
dan beberapa pihak yang terlibat dalam penelitian ini, diantaranya :
1. Manfaat Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi keilmuan, menambah
khazanah keilmuan Islam dan informasi tentang Tinjauan Fiqih Muamalah
terhadap pelaksanaan akad mura>bah}ah bil waka>lah di Lembaga Keuangan
Syariah.
2. Manfaat Praktis
a. Bank Jateng KCP. Syariah Sragen sebagai suatu Lembaga Keuangan
Syariah dapat memperoleh pertimbangan dalam memberikan
pelayanan bagi masyarakat sesuai dengan  aspek syariah.
b. Sebagai Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah agar rensponsif
terhadap segala keadaan yang berkaitan dengan keberlangsungan atau
implementasi produk syariah yang ada di Lembaga Keuangan Syariah
dan mengetahui praktik dari ilmu yang sudah didapatkan selama
dibangku perkuliahan.
12 Sofyan A.P.Kau, Metodologi Penelitian Hukum Islam, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2013),
hlm. 145.
8c. Sebagai sarana tambahan referensi dan pertimbangan bagi penelitian
lain yang relevan dengan penelitian ini. Dan sebagai penambah
wawasan serta pengetahuan bagi pihak-pihak yang berkepentingan.
E. Kerangka Teori
Mura>bah}ah bil waka>lah adalah jual beli dengan sistem waka>lah . Dalam
jual beli sistem ini pihak penjual mewakilkan pembeliannya kepada nasabah,
dengan demikian akad pertama adalah akad waka>lah setelah akad waka>lah
berakhir yang ditandai dengan penyerahan barang dari nasabah ke Lembaga
Keuangan Syariah kemudian pihak lembaga memberikan akad mura>bah}ah.
Pada pembibayaan mura>bah}ah nasabah yang mengajukan permohonan
harus nenebuhi syarat sah perjanjian, yaitu unsur syarat objektif harus berumur
21 tahun dan telah pernah menikah, sehat jasmani dan rohani. Objek
mura>bah}ah juga harus tertentu dan jelas merupakan milik penuh dari pihak
bank. Dalam pelaksanaannya pembelian objek mura>bah}ah. tersebut dapat
dilakukan oleh nasabah sebagai wakil dari pihak bank dengan akad waka>lah
atau perwakilan. Setelah akad waka>lah dilakukan dimana nasabah tersebut
bertindak untuk dan atas nama bank untuk melakukan pembelian objek
mura>bah}ah tersebut.
Sesuai dengan ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional
No:04/DSNMUI/IV/2000 pasal 1 ayat 9: “Jika bank hendak mewakilkan
kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli
murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik
9bank”.13 Sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN MUI akad mura>bah}ah bil
waka>lah dapat dilakukan dengan syarat jika barang yang dibeli oleh nasabah
sepenuhnya sudah milik Lembaga Keuangan Syariah, kemudian setelah barang
tersebut dimiliki Lembaga Keuangan Syariah maka akad mura>bah}ah dapat
dilakukan.
Akad mura>bah}ah bil waka>lah adalah jual beli dimana lembaga keuangan
syariah mewakilkan pembelian produk kepada nasabah kemudian setelah
produk didapatkan oleh nasabah kemudian nasabah memberikannya kepada
pihak lembaga keuangan syariah. Setelah barang tersebut dimiliki pihak
lembaga dan harga dari barang tersebut jelas, maka pihak lembaga menentukan
margin yang didapatkan serta jangka waktu pengembalian yang akan
disepakati oleh pihak lembaga keuangan syariah dan nasabah.
Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad
tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah
diawal pada saat akad terjadi. Dalam jual beli mura>bah}ah bil waka>lah bank
boleh meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani
kesepakatan awal pemesanan, jika uang muka memakai kontrak urbun sebagai
alternatif dari uang muka, maka apabila nasabah memutuskan untuk membeli
barang tersebut selanjutnya nasabah hanya membayar sisa harga dari barang
yang dibutuhkan tersebut.14
13 Ibid.
14 Ibid
10
Namun apabila nasabah membatalkan pembelian, uang muka menjadi
milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat
pembatalan tersebut, dan apabila uang muka masih tidak mencukupi, maka
nasabah wajib melunasi kekurangannya. Jaminan dalam pembiayaan ini
diperbolehkan agar nasabah serius dengan pesanannya, maka dari itu bank
dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.
Hutang yang terjadi pada jual beli mura>bah}ah bil waka>lah secara prinsip
penyelesaiannya tidak ada kaitanya dengan transaksi lain yang dilakukan
nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Apabila nasabah menjual
kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian maka tetap
berkewajiban untuk menyelesaikan hutangnya kepada bank. Jika nasabah
menjual barang sebelum masa angsuran berakhir, nasabah tidak wajib segera
melunasi seluruh angsurannya. Kemudian jika penjualan barang tersebut
menyebabkan kerugian, maka nasabah tetap harus menyelesaikan hutangnya
sesuai kesepakatan awal. Nasabah tidak bioleh memperambat pembayaran
angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan.15
15 Ibid.
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F. Tinjauan Pustaka
Tinjauan pustaka ini dilakukan dengan tujuan untuk melihat peta
penelitian yang berkaitan dengan mura>bah}ah bil waka>lah dan melihat apakah
ada peluang bagi penulis untuk melakukan penelitian. Didapatkan ada
beberapa penelitian, diantaranya adalah :
Skripsi Suarni, UIN Alauddin Makasar tahun 2016, dengan judul
“ANALISIS PENERAPAN AKAD WAKA>LAH BIL UJRAH PADA
PRODUK BRINGING INVESTAMA SYARIAH”. Dengan hasil penelitian
bahwa Penerapan akad Waka>lah Bil Ujrah pada produk Bringing Investama
Syariah memang sesuai dengan akad dalam Ekonomi Islam Rukun dan Syarat
dalam akad waka>lah . Dimana peserta Asuransi PT. Bringing Life Syariah
menunjuk asuransi syariah sebagai wakil dalam pengelolaan investasi dana,
dan pihak PT. Bringing Life Syariah berkewajiban untuk mengelola dana yang
diwakilkan peserta secara Amanah dan sesuai dengan ajaran Islam dan pihak
Asuransi Jiwa Bringing Life Syariah berhak mendapatkan ujroh atau upah dari
pihak peserta.16
16 Sumarni, “Analisis Penerapan Akad Wakalah bil Ujrah pada Produk Bringing Investama
Syariah”, Skripsi, tidak diterbitkan, Jurusan Ekonomi Islam UIN Alauddin Makasar. Makasar. 2016.
hlm. 93
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Meninjau dari Skripsi Sumarni tersebut terdapat persamaan dengan
penelitian penulis tentang penerapan waka>lah , namun terdapat perbedaan yaitu
waka>lah bil ujrah yang membahas tentang upah sedangkan penelitian penulis
membahas mura>bah}ah bil waka>lah.
Skripsi Meida Indriyanti, UIN Sumatera Utara Medan tahun 2018,
dengan judul “APLIKASI FEE WAKA>LAH PADA PT. BANK BRI
SYARIAH SCP STABAT”. Dengan hasil penelitian bahwa pada PT. Bank
BRI Syariah KCP Stabat produk jasa yang diaplikasikan dengan prinsip
waka>lah adalah Transfer, Kliring, dan Inkaso. Besarnya biaya fee yang
diberikan kepada nasabah sesuai dengan ketentuan dan kebijakan pihak bank
serta tergantung terhadap transaksi yang dilakukan nasabah. Dasar
pertimbangan PT. Bank BRI Syariah KCP Stabat dalam  menetapkan besarnya
biaya jasa adalah untuk menutupi beban biaya operasional yang ditanggung
oleh bank, perbedaan transaksi yang digunakan oleh nasabah serta besarnya
nominal dalam transaksi tersebut, keputusan dewan direksi, dan pertimbangan
lainnya yang mendukung pendapatan PT. BRI Syariah KCP Stabat.17
Meninjau dari Skripsi Meida Indriyanti tersebut terdapat persamaan
dengan penelitian penulis tentang pelaksanaan waka>lah , namun terdapat
perbedaan yaitu penulis tidak membahas tentang aplikasi fee waka>lah atau
bentuk lain dari waka>lah yang berkonsep sama, penulis hanya meneliti
17 Meida Indriyanti, “Aplikasi Fee Wakalah pada PT. Bank BRI Syariah KCP Stabat”, Skripsi,
tidak diterbitkan, Jurusan Perbankan Syariah UIN Sumatera Utara Medan. Medan. 2018. hlm. 67.
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pelaksanaan mura>bah}ah bil waka>lah yang terdapat di salah satu pembiayaan
yang ada pada Bank Jateng KCP. Syariah Sragen.
Jurnal Riyudi Zaqiya, IAIN Batusangkar Sumatera Barat tahun 2015,
dengan judul “IMPLEMENTASI WAKA>LAH PADA LEMBAGA
KEUANGAN MIKRO SYARIAH”. Dengan hasil penelitian bahwa
pelaksanaan akad waka>lah sebagai akad pelengkap dalam pembiayaan
mura>bah}ah, demi memudahkan pelaksanaan pembiayaan antara nasabah
dengan pihak lembaga keuangan mikro syariah belum berjalan sebagaimana
mestinya, karena pihak-pihak yang terkait belum menjalankan akad waka>lah
tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku, ini terkesan hanya untuk
mencukupi perilaku yang sebetulnya sama dengan konvensional yang berbau
ribawi. Begitu juga dengan nasabah yang berada pada posisi pemegang amanah
sebagai wakil pembelian terhadap barang yang akan dibeli punya peluang
untuk tidak menjalankan amanahnya karena tidak maskimalnya pengawasan
dari pihak lembaga keuangan mikro syariah. Semestinya ini menjadi perhatian
yang serius bagi kedua belah pihak, agar akad tersebut bisa dijalankan
sebagaimana mestinya.18
Meninjau dari Jurnal Riyudi Zaqiya tersebut terdapat persamaan
dengan penelitian penulis yaitu Implementasi waka>lah, namun terdapat
perbedaan pada penelitian tersebut yaitu penulis hanya terpacu pada
18 Riyudi Zaqiya, “Implementasi Wakalah pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah” Jurnal
Ekonomi Syariah, (Sumatera Barat) Vol 3 Nomor 01, 2015. hlm. 137.
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pembiayaan yang terjadi pada akad mura>bah}ah di Bank Jateng KCP. Syariah
Sragen tidak seperti pada penelitian Riyudi Zaqiya tersebut yang membahas
impelementasi waka>lah secara menyeluruh pada lembaga keuangan mikro
syariah.
Jurnal Ani Yunita, Universitas Muhammadiyah Yogyakarata tahun
2018, dengan judul “PROBLEMATIKA PENYERTAAN AKAD
WAKA>LAH DALAM PEMBIAYAAN MURA>BAH}AH PADA BANK
SYARIAH”. Dengan hasil penelitian bahwa pembiayaan Mura>bah}ah dengan
menyertakan akad waka>lah dapat mengurangi subtansi dan kesyariahan
mura>bah}ah. Hal ini dikarenakan adanya pernyataan akad waka>lah dalam
pembiayaan mura>bah}ah maka ba’i memberikan kuasa pembelian barang
kepada musytari dengan mengatasnamakan musytari sendiri sehingga dalam
pembiayaan mura>bah}ah ini bank syariah hanya sebagai pemberi modal saja
bukan sebagai penjual atau pemilik barang. Hal tersebut bertentangan dengan
Fatwa DSN-MUI Nomor 4 tahun 2000 tentang mura>bah}ah.19
Meninjau dari Jurnal Ani Yunita tersebut terdapat persamaan dengan
penelitian penulis yaitu pembiayaan mura>bah}ah bil waka>lah pada bank syariah,
namun terdapat perbedaan pada penelitian yaitu penulis meneliti bagaimana
implementasi mura>bah}ah bil waka>lah sudah sesuai atau tidak dengan hukum
Islam dan hukum yang sudah disepakati seperti DSN-MUI, sedangkan
19 Ani Yunita, “Problematika Penyertaan Akad Wakalah dalam pembiayaan Mura>bah}ah
pada Bank Syariah” Jurnal Faria Justicia, (Yogyakarta), Vol. 14 Nomor 01, 2018. hlm. 28.
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penelitian Ani Yunita mengacu tentang problematika yang ada karena akad
mura>bah}ah bil waka>lah.
G. Metode Penelitian
Penelitian ini  penulis menggunakan metode penelitian kualitatif,
diantaranya :
1. Jenis Penelitian
Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian
lapangan, dengan pendekatan studi kasus yang dilakukan di Bank Jateng
KCP. Syariah Sragen.
2. Sumber Data
Sumber data adalah subjek dari mana data diperoleh atau sesuatu
yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian.20
Untuk memudahkan mengidentifikasi sumber data maka penulis
mengklasifikasikan menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sumber
data sekunder
a. Data Primer
Data primer merupakan data-data yang terkait langsung dengan
obyek penelitian.21 Sumber data primer dalam penelitian ini adalah
20 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Ilmiah, (Jakarta: PT. Bina
Aksara, 1993), hlm. 114.
21 Ibid., hlm. 155.
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Surat perjanjian pembiayaan mura>bah}ah dan narasumbernya yaitu
Pimpinana Bank Jateng KCP. Syariah Sragen serta nasabah terkait.
b. Data Sekunder
Data sekunder merupakan data-data pendukung. Dalam
penelitian ini yang dijadikan sumber sekunder adalah buku-buku
referensi dan dokumentasi yang dapat melengkapi penulisan skripsi
ini.
3. Lokasi dan Waktu Penelitian
Lokasi penelitian adalah tempat yang menjadi obyek penelitian.22
Penelitian ini mengambil lokasi di Bank Jateng KCP. Syariah Sragen,
karena penelitian ini bersifat field research (penelitian lapangan) maka
langsung meneliti ketempat yang dijadikan obyek penelitian.
Waktu penelitian menerangkan kapan penelitian tersebut dilakukan.
Penulis melakukan penelitian pada jam kerja Bank Jateng KCP. Syariah
Sragen sesuai dengan kesepakatan dari pihak bank, dari bulan November
2018 sampai dengan April 2019.
4. Teknik Pengumpulan Data
Teknik yang digunakan untuk pengumpulan data di penelitian ini
adalah sebagai berikut :
22 Ibid., hlm. 162.
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a. Wawancara
Yaitu teknik pengumpulan data dalam metode survey yang
digunakan untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui
bercakap-cakap atau mengajukan pertanyaan dan berhadap muka
dengan orang yang dipandang biasa memberikan informasi kepada
peneliti. Teknik wawancara dilakukan jika penelitian memerlukan
komunikasi atau hubungan dengan responden, yaitu Pimpinan Unit
Bank Jateng KCP. Syariah Sragen dan Nasabah. Wawancara
dilakukan dengan cara tertulis maupun lisan. Teknik wawancara dapat
dilakukan dengan 2 cara yaitu, melalui tatap muka dan melalui
telepon.
b. Dokumentasi
Yaitu mencari data yang mengenai hal-hal yang ada kaitannya
dengan obyek penelitian yang berupa dokumen tertulis, foto, dan
sebagainya.23 Beberapa dokumen tersebut seperti Surat Perjanjian
Akad dan lain sebagainya yang ada pada Unit PT. BPD Jawa Tengah
KCP. Syariah Sragen.
c. Analisis Data
Adapun metode yang digunakan dalam analisis data ini adalah
menggunakan metode Deduktif yaitu cara analisis dari kesimpulan
umum atau jeneralisasi yang diuraikan menjadi contoh-contoh
23 Wina Sanjaya, Penelitian Pendidikan: Jenis, Metode dan Prosedur, (Jakarta: Kencana
Prenada Media Group, 2013), hlm. 74.
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kongkrit atau fakta-fakta unuk menjelaskan kesimpulan. Yaitu dari
kegiatan yang berlangsung dan dilakukan oleh Bank Jateng KCP.
Syariah Sragen dengan ketentuan fatwa yang berlaku.
H. Sistematika Penulisan
Agar lebih terarah dalam pembahasan penelitian ini penulis membuat
sistematika pada masing-masing bab. Penulis membaginya dalam lima bab.
Masing-masing bab terdiri dari sub bab yang merupakan penjelasan dari bab
tersebut dan diakhiri dengan daftar pustaka. Sistematika penulisan, diantaranya
sebagai berikut:
Bab I Pendahuluan, bab ini merupakan gambara secara global
mengenai seluruh isi dari skripsi ini yang menguraikan tentang latar belakang
masalah, rumusan masalah, tujuan pustaka, manfaat penelitian, penelitian
terdahulu, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan. Karena
sub bab tersebut merupakan pedoman awal dan acuan dari sebuah penelitian
maka diletakkan pada bagian awal yaitu pendahuluan.
Bab II Landasan Teori, pada bab ini merupakan pembahasan umum
tentang topik atau pokok pembahasan yang diuraikan. Oleh karena itu setelah
mengacu pada pedoman awal harus diikuti dengan landasan-landasan teori
yang didapatkan agar  membantu penelitian, yang berisi tentang kerangka
pemikiran atau teori yang berkaitan dengan pokok bahasan mengenai
pengertian dan proses pelaksanaan akad waka>lah pada akad mura>bah}ah yang
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sesuai dengan fiqih muamalah serta ketentuan Mura>bah}ah bil waka>lah yang
sesuai dengan fatwa yang berlaku.
Bab III Deskripsi Data Penelitian, pada bab ini menjelaskan deskripsi
tentang data penelitian yang melengkapi  landasan teoritis dengan melihat pada
kejadian sebenarnya di lapangan, yang terdiri dari gambaran umum Bank
Jateng KCP. Syariah Sragen, Sistem pelaksanaan pembiayaan mura>bah}ah bil
waka>lah beserta kaitanya dengan fiqih muamalah.
Bab IV Analisis, setelah mendapatkan data teoritis dan data yang ada
pada penelitian maka penulis akan menganalisis pembiayaan akad mura>bah}ah
bil waka>lah di Bank Jateng KCP. Syariah Sragen, yang akan mendapatkan
sebuah kesimpulan analisis sebagai hasil penelitian.
Bab V Penutup, bab ini adalah sebagai penutup terdiri dari kesimpulan
yang merupakan jawaban atas permasalahan yang dirumuskan dalam latar
belakang serta relevansinya dengan tujuan yang ditulis dan dianalisis oleh
penulis serta termuat saran-saran penulis yang dirasa perlu memberikan saran
sehubungan dengan masalah yang dihadapi. Saran pada dasarnya merupakan
himbauan penulis kepada pihak lain untuk menangani suatu masalah yang
belum sempat dibahas karena tidak terkait dengan pokok pembahasan secara
langsung.
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BAB II
GAMBARAN UMUMWAKA>LAH DAN MURA>BAH}AH
A. Akad Waka>lah
1. Pengertian Waka>lah
Waka>lah secara bahasa adalah al-hifdz, al-kifayah, al-dhaman dan
tafwidh (penyerahan, pendelegasian, dan pemberian mandat). Sedangkan
menurut istilah, waka>lah adalah seseorang yang menyerahkan suatu
urusan kepada orang lain yang diperbolehkan oleh syara’ supaya yang
diwakilkan dapat mengerjakan apa yang harus dilakukan dan berlaku
selama yang mewakilkan masih hidup.1
Menurut Hanafiyah, waka>lah adalah memposisikan orang lain
sebagai pengganti dirinya untuk menyelesaikan suatu persoalan yang
diperolehkan secara syar’i dan jelas pekerjaannya. Atau bisa dikatakan
bahwa waka>lah adalah mendelegasikan suatu persoalan atau pekerjaan
kepada orang lain sebagai wakil. Sedangkan menurut Malikiyah, Syafiiyah
dan Hambalilah, waka>lah adalah prosesi pendelegasian sebuah pekerjaan
yang harus dikerjakan kepada orang lain sebagai penggantinya untuk
menyelesaikan pekerjaan tersebut.2
1 Masjupri, Fiqih Muamalah, (Sleman: Asnalitera, 2013), hlm. 245.
2 Ibid.
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Akad Waka>lah adalah akad yang memberikan kuasa kepada pihak
lain untuk melakukan suatu kegiatan dimana yang memberi kuasa tidak
dalam posisi melakukan kegiatan tersebut. Akad waka>lah pada hakikatya
adalah akad yang digunakan oleh seseorang apabila dia membutuhkan
orang lain atau mengerjakan sesuatu yang tidak dapat dilakukannya
sendiri dan meminta orang lain untuk melaksanakannya.3
Adapun pengertian-pengertian lain waka>lah yaitu :
a. Waka>lah atau wikalah yang berarti penyerahan, pendelegasian, atau
pemberian mandat.
b. Waka>lah adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang sebagai pihak
pertama kepada orang lain sebagai pihak kedua dalam hal-hal yang
diwakilkan (dalam hal ini pihak kedua) hanya melaksanakan sesuatu
sebatas kuasa atau wewenang yang diberikan oleh pihak pertama,
namun apabila kuasa itu telah dilaksanakan sesuai yang disyaratkan,
maka semua resiko dan tanggung jawab atas dilakukan perintah
tersebut sepenuhnya menjadi pihak pertama atau pemberi kuasa. 4
3 Indah Nurhayati, “Penerapan dan Aplikasi Akad Wakalah pada Produk Jasa Bank Syariah”,
Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, (Jakarta) Vol. 3 Nomor 2, 2013, hlm. 94.
4 Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), hlm.220.
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2. Dasar Hukum
a. Al-Qur’an
 ٓۦِهِذ َٰه ۡمُكِِقرَوِب مَُكدَحَأ ْآوُـثَع ۡـبَٱف5
“...Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan
membawa uang perakmu ini...” 6
 ٞ ِ َ  ٌ ِ َ  ِّ ِ إ ِض َ ۡ ٱ ِ ِ ٓ ا َ َ  ٰ َ َ  ِ ۡ َ ۡ ٱ َل َ7
“Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir), sesungguhnya aku
adalah orang yang pandai menjaga lagi berpengalaman”. 8
 َلَعَو َۚوُمُت ۡـيَذاَء ٓاَم ٰىَلَع ََّنِبرۡصََنلَو ۚاَنَلُـبُس اَنٰـىَدَه ۡدَقَو َِّ ٱ ىَلَع َلََّكوَـتَـن َّلاَأ ٓاََنل اَمَو َِّ ٱ ى
 ـَف َنوُلَِّكوَـتُمۡلٱ ِلََّكوَـتَـيۡل9
“Mengapa kami tidak akan bertawakkal kepada Allah padahal dia
telah menunjukkan jalan kepada kam, dan kami sungguh-sungguh
akan bersabar terhadap gangguan-gangguan yang kamu lakukan
kepada kami, dan hanya kepada Allah saja orang-orang yang
bertawakal itu berserah diri” 10
5 Q.S Al-Kahfi (18) : 19.
6 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara
Penerjemah, 1998), hlm. 295.
7 Q.S. Yusuf (12) : 55.
8 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan..., hlm. 242.
9 Q.S. Ibrahim (14) : 12.
10 Ibid., hlm. 257.
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b. As-Sunnah
“Rasulullah SAW mewakilkan kepada Abu Rafi’ dan seorang
Anshar untuk mengawinkan (qabul perkawinan Nabi dengan)
Maimunah r.a.”11
“Seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW untuk menagih
hutang kepada beliau dengan cara kasar, sehingga para sahabat
berniat untuk “menanganinya”. Beliau bersabda, ‘Biarkan ia,
sebab pemilik hak berhak untuk berbicara;’ lalu sabdanya,
“Berikanlah (bayarkanlah) kepada orang ini unta umur setahun
seperti untanya (yang dihutang itu)’. Mereka menjawab, ‘Kami
tidak mendapatkannya kecuali yang lebih tua.’ Rasulullah
kemudian   bersabda: ‘Berikanlah kepada-nya. Sesungguhnya
orang yang paling baik di  antara kalian adalah orang yang
paling baik di dalam membayar.”12
11 HR. Malik dalam al-Muwaththa’
12 HR. Bukhari dari Abu Hurairah
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c. Ijma’
Para ulama sepakat atas kebolehan untuk mengadakan akad
waka>lah . Bahkan ada sebagian ulama cenderung memberikan hukum
sunah terhadap akad waka>lah ini. Hal ini didasarkan pada satu alasan
bahwa kegiatan ini merupakan bentuk ta’awun atau perbuatan saling
menolong yang didasari pada kebaikan dan ketaqwaan. Sebagaimana
yang termaktub pada Q.S. Al-Maidah ayat 02 :13
 ََّ ٌَّ ِإ ىلص ََّ ٌا أوُقـٌَّتاَو ج ِنَوْدُعٌْلاَو ِْثمٌِْلإا ىَلَع أُونَو اَعَـت َلاَو ىلص ىَوْقَّـتٌلاَو ِِّبرٌْلا ىَلَع أُونَو اَعَـتَو
14 ِباَقِعٌْلا ُديِدَش
“...dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebijakan
dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan
pelanggaran, dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya
Allah amat berat siksa-Nya.” 15
3. Rukun dan Syarat Waka>lah
Dalam kehidupan sehari-hari Rosulullah telah mewakilkan kepada
orang lain untuk berbagai urusan. Diantaranya adalah membayar hutang
mewakilkan penetapan had dan membayarnya, mewakilkan pengurusan
unta, membagi kandang hewan, dan lain-lain.16
13 Ibid., hlm. 247.
14 Q.S. Al-Maidah (5) : 2.
15 Ibid., hlm. 106.
16 Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), hlm.224.
25
Seiring dengan berkembangnya institusi keuangan Islam di
Indonesia, maka suatu aturan hukum turut pula dikembangkan untuk
melegalisasi serta melindungi akad-akad yang sesuai syari’ah Islam
diterapkan dalam sistem keuangan Islam di Indonesia. Maka dari itu,
Dewan Syari’ah Nasional Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan
Fatwa No:09/DSN-MUI/IV/2000.17
Fatwa tersebut berisikan tentang syarat dan rukun waka>lah yang
isinya sebagai berikut :18
a. Yang mewakilkan, disyaratkan seorang pemilik barang atau dibawah
kekuasaannya dan dapat bertindak pada harta tersebut, jika yang
mewakilkan bukan pemilik atau pengampu, maka waka>lah tersebut
batal. Mukallaf atau Anak kecil yang sudah muamayyiz atau yang
dapat membedakan baik dan buruk dapat (boleh) mewakilkan untuk
menerima hibah, sedekah dan wasiat. Jika tindakan itu termasuk
tindakan berbahaya seperti thalaq, memberikan sedekah dan
mewasiatkan, maka tindakan itu adalah batal. 19
b. Wakil (yang mewakili), disyaratkan berakal. Jika seseorang wakil
adalah gila atau idiot, atau belum dewasa, maka perwakilan batal.
Namun Hanafiyah anak kecil yang sudah dapat membedakan yang
baik dan buruk adalah sah menjadi wakil, alasannya ialah bahwa Amir
17 Muhammad, System dan Operasional Bank Syari’ah, (Yogyakarta: UII Press, 2005)., hlm.53.
18 Ibid.
19 Ibid., hlm. 248.
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Bin Syyaid Ummuh salah mengawinkan ibunya kepada Rasulullah
SAW, ketika itu Amir masih menjadi anak kecil yang masih belum
baligh.20
c. Muwakkil fih (sesuatu yang diwakilkan), disyaratkan :
1) Menerima penggantian, maksudnya boleh diwakilkan kepada
orang lain untuk mengerjakannya. Maka tidak sah mewakilkan
untuk mengerjakan shalat, puasa dan membaca Al-Qur’an, karena
hal ini tidak bisa diwakilkan
2) Dimiliki oleh orang yang muwakkil / berwakil ketika ia
mewakilkannya
3) Diketahui dengan jelas. Maka batal mewakilkan sesuatu yang
masih samar.
d. Sihgat
Menurut kelompok Hanafiah, rukun waka>lah itu hanya ijab
qabul, akan tetapi jumhur ulama tidak berpendapat yang serupa,
mereka berpendapat bahwa rukun dan syarat waka>lah sekurang-
kurangnya terdapat empat rukun, yaitu :21
1) Orang yang mewakilkan (al-muwakkil)
2) Orang yang di wakilkan (al-wakil)
3) Objek yang diwakilkan
20 Ibid.
21 Wiroso, Jual Beli Mura>bah}ah, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 21.
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4) Sighat / Ijab Qabul
Menurut para ulama mazhab syafi’i, terdapat dua syarat
untuk sighot : 22
a) Akad waka>lah berlangsung dengan lafal yang menunjukkan
adanya keridhaan terhadap perwakilan itu, baik secara
terang-terangan maupun secara sindiran. Dalam qabul tidak
disyaratkan adanya ucapan, melainkan cukup dengan
perbuatan, seperti mengizinkan.
b) Menurut para ulama Syafi’i, disyaratkan akad waka>lah tidak
dikaitkan dengan syarat, yaitu seperti ucapan seorang. Akan
tetapi, boleh mengaitkannya dengan sesuatu jika sesuatu
tersebut terjadi setelah waka>lah itu terlaksana. Juga sah
membatasi waka>lah dengan waktu.
Adapun syarat Waka>lah :
a. Orang yang memberi kuasa (al-muwakkil) disyaratkan cakap
bertindak hukum, yaitu telah baliq dan berakal sehat, baik laki-laki
maupun perempuan, boleh dalam keadaan tidak ada di tempat (gaib)
maupun berada di tempat, serta dalam keadaan sakit ataupun sehat.
Orang yang menerima kuasa (al-wakil), disyaratkan :23
22 Miti Yarmunida, “Wakalah dalam Akad Mura>bah}ah”, Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam,
(Bengkulu) Vol. 02 Nomor 03, 2015., hlm. 217.
23 Ibid., hlm. 21.
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1) Cakap bertindak hukum untuk dirinya dan orang lain, memiliki
pengetahuan yang memadai tentang masalah yang diwakilkan
kepadanya, serta amanah dan mampu mengerjakan pekerjaan
yang dimandatkan kepadanya.
2) Ditunjuk secara langsung oleh orang yang mewakilkan dan
penunjukkan harus tegas sehingga benar-benar tertuju kepada
wakil yang dimaksud. Tidak menggunakan kuasa yang diberikan
kepadanya untuk kepentingan dirinya atau di luar yang disetujui
oleh pemberi kuasa.
3) Apabila orang menerima kuasa melakukan kesalaha tanpa
sepengetahuan yang memberi kuasa sehingga menimbulkan
kerugian, maka kerugian yang timbul menjadi
tanggungjawabnya.
b. Perkara yang diwakilkan atau objek waka>lah , sesuatu yang dapat
dijadikan objek akad atau suatu pekerjaan yang dapat dikerjakan
orang lain, perkara-perkara yang mubah dan dibenarkan oleh syara’,
memiliki identitas yang jelas, dan milik sah dari al muwakil.24
c. Pernyataan Kesepakatan (ijab-qabul) kesepakatan kedua belah pihak
baik lisan maupun tulisan dengan keikhlasan memberi dan menerima
baik fisik maupun manfaat dari hal yang ditransaksikan.
24 Ibid. hlm. 22.
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4. Pekerjaan yang Dapat Diwakilkan, Pembatalan, dan Berakhirnya
Waka>lah
Pekerjaan yang boleh diwakilkan adalah semua pekerjaan yang
dapat diakadkan oleh dirinya sendiri, artinya secara hukum pekerjaan ini
dapat gugur jika digantikan. Contoh, mewakilkan orang lain untuk menjual
barang atau membeli barang, dan menjadi wali pernikahan. Adapun
sesuatu yang tidak dapat diwakilkan adalah pekerjaan yang tidak ada
campur tangan perwakilan artinya hukum ini tidak gugur jika digantikan
oleh orang lain seperti ibadah badaniyah karena dalam ibadah badaniyah
ini tujuannya untuk menguji ketaatan hamba, yang tidak dapat dicapai
tujuan itu jika dilakukan oleh orang lain seperti shalat dan puasa.25
a. Apabila pemberi kuasa berhalangan tetap, dalam hal pemberian kuasa
berhalangan tetap (wafat), maka pemberian kuasa tersebut batal,
sebagaimana halnya batal dengan adanya pembebasan atau
pengunduran diri pemberi kuasa, kecuali diperjanjikan lain. 26
b. Perselisihan antara pemberi kuasa dengan yang diberi kuasa, apabila
terjadi perselisihan antara orang yang diberi kuasa dengan orang yang
memberi kuasa, kususnya kehilangan barang yang dikuasakan, maka
yang dijadikan pengangan adalah perkataan orang yang menerima
kuasa disertai dengan saksi. Apabila sengketa disebabkan
pembayaran, maka yang dipegang adalah perkataan penerima kuasa
25 Abdul Rahman G, dkk. Fiqih Muamalat, (Jakarta: Kencana, 2010)., hlm. 190
26 Ibid.
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dengan bukti-buktinya. Jika penerima kuasa melakukan suatu
perbuatan yang dianggap salah, sedangkan ia beranggapan bahwa
pemberi kuasa menyuruhnya demikian, maka yang dijadikan
pegangan adalah perkataan penerima kuasa selama penerima kuasa
adalah orang yang terpercaya untuk melakukan perbuatan.27
5. Jenis-Jenis Waka>lah
Waka>lah dapat dibedakan menjadi : al-waka>lah , al-ammah dan al-
waka>lah al-khasshas, al-waka>lah al-muqayyadah dan al-waka>lah
mutlaqah.28
a. Al-waka>lah al-khosshoh, adalah waka>lah dimana pemberian
wewenang untuk menggantikan sebuah posisi pekerjaan yang besifat
spesifik. Dan telah dijelaskan secara mendetail segala sesuatu yang
berkaitan dengan apa yang diwakilkannya.
b. Al-waka>lah al-‘ammah, adalah akad waka>lah dimana pemberian
wewenang bersifat umum, tanpa adanya penjelasan yang rinci.
c. Al-waka>lah al-muqoyyadoh, adalah akad waka>lah dimana
wewenang dan tindakan si wakil dibatasi dengan syarat-syarat
tertentu.
27 Ibid., hlm. 24.
28 Ibid., hlm. .236.
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d. Al-waka>lah mutlaqoh, adalah akad waka>lah dimana wewenang dan
wakil tidak dibatasi dengan syarat atau kaidah tertentu.
Pendapat lain menjelaskan jenis-jenis akad waka>lah terdiri dari :29
a. Wakil bil kossomah, mengambil alih beragam perselisihan atau kasus
atas nama principal
b. Wakil bil taqazi al dyan, penerima hutang
c. Wakil bil qabaza al dayn, kepemilikian utang
d. Wakil bil bai, keagenanan perdagangan
e. Wakil bil shira, keagenan untuk pembelian
6. Berakhirnya waka>lah :30
a. Matinya salah seorang dari shahibul akad (orang-orang yang berakad),
atau hilangnya cakap hukum.
b. Dihentikannya aktivitas atau pekerjaan dimaksud oleh kedua belah
pihak
c. Pembatalan akad oleh pemberi kuasa terhadap penerima kuasa, yang
diketahui oleh penerima kuasa
d. Penerima kuasa mengundurkan diri dengan sepengetahun pemberi
kuasa
e. Gugurnya hak pemilikan atas barang bagi pemberi kuasa.
29 Muhammad Ayub, Undertanding Islamic Finance, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama,
2009)., hlm. 503.
30 Ibid.
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7. Hikmah Waka>lah
Pada hakikatnya waka>lah merupakan pemberian dan pemeliharaan
amanat. Oleh karena itu, baik muwakil (orang yang mewakilkan) dan wakil
(orang yang mewakili) yang telah melakukan kerjasama / kontrak wajib
bagi keduanya untuk menjalakan hak dan kewajibannya, saling percaya, dan
menghilangkan sifat curiga dan buruk sangka. Dari sisi lain, dalam waka>lah
terdapat pembagian tugas, karena tidak semua orang memiliki kesempatan
untuk menjalankan pekerjaannya dengan dirinya sendiri. Dengan
mewakilkan kepada orang lain, maka muncullah sikap saling tolong
menolong dan memberikan pekerjaan bagi orang yang sedang
menganggur.31
8. Ketentuan Fatwa Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000
1) Ketentuan tentang Waka>lah
a) Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak
untuk menunjukkan kehendak mereka   dalam mengadakan
kontrak (akad).
b) waka>lah dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak boleh
dibatalkan secara sepihak
31 Ibid., hlm. 191
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2) Rukun dan Syarat Waka>lah 32
a) Syarat-syarat muwakkil (yang mewakilkan)
- Pemilik sah yang dapat bertindak terhadap sesuatu yang
diwakilkan.
- Orang mukallaf atau anak mumayyiz dalam batas-batas
tertentu, yakni dalam hal-hal yang   bermanfaat baginya
seperti mewakilkan untuk menerima hibah, menerima
sedekah dan sebagainya
b) Syarat-syarat wakil (yang mewakili)
- Cakap hukum
- Dapat mengerjakan tugas yang diwakilkan kepadanya
- Wakil adalah orang yang diberi amanat
c) Hal-hal yang diwakilkan
- Diketahui dengan jelas oleh orang yang mewakili
- Tidak bertentangan dengan syariah Islam
- Dapat diwakilkan menurut syariah Islam
3) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika
terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya
dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai
kesepakatan melalui musyawarah.
32 Ibid.
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B. Akad Mura>bah}ah
1. Pengertian Akad Mura>bah}ah
Pengertian Mura>bah}ah Secara lafdzi berasal dari ribhun
(keuntungan). Mura>bah}ah adalah masdar dari rabaha-yurabihu-
murabahatan (memberi keuntungan). Ulama Syafi’iyah dan Hanafilah
berpendapat mura>bah}ah adalah jual beli yang dilakukan seseorang dengan
mendasarkan pada harga beli penjual ditambah keuntungan dengan syarat
harus sepengetahuan kedua belah pihak.33
Jadi singkatnya, mura>bah}ah adalah akad jual beli barang dengan
menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati
oleh penjual dan pembeli. Dalam teknis perbankan syariah, akad ini
merupakan salah satu bentuk natural certainty contracts, karena dalam
Mura>bah}ah ditentukan require rate of profitnya (keuntungan yang ingin
diperoleh).34
Prinsip Jual beli (tijaroh), mekanisme jual beli adalah upaya yang
dilakukan dengan pola :35
a. Dilakukan untuk transfer of property
b. Tingkat keuntungan bank ditentukan di depan dan menjadi harga jual
barang.
33 Ibid.
34 Adiwarman Karim, Analisis Fiqih dan Keuangan, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,
2007)., hlm. 113.
35 Yazid Afandi, Fiqih Muamalah, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009)., hlm. 90.
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Prinsip jual beli ini dikembangkan menjadi bentuk-bentuk
pembiayaan sebagai berikut :36
a. Pembiayaan mura>bah}ah, Bank sebagai penjual dan nasabah sebagai
pembeli. Barang diserahkan segera dan pembayaran dilakukan secara
tangguh.
b. Salam (jual beli barang belum ada), pembayaran tunai, barang
diserahkan tangguh. Bank sebagai pembeli, dan nasabah sebagai
penjual. Dalam transaksi ini ada kepastian tentang kuantitas, kualitas,
harga dan waktu penyerahan.
c. Istishna’, Jual beli seperti akad salam namun pembayarannya
dilakukan oleh bank dalam beberapa kali pembayaran. Istishna’
diterapkan pada pembiayaan manufaktur dan konstruksi.37
2. Landasan Hukum Mura>bah}ah
Secara syar’i keabsahan transaksi Mura>bah}ah didasarkan pada
beberapa nash Al-Qur’an dan Sunnah. Landasan umumnya termasuk jenis
jual beli lainnya, seperti :
a. Al-Qur’an
 ْۚ ا ٰ َ ِ ّ ٱ َم َ َو َ ۡ َ ۡ ٱ ُ ٱ َ َأَو38
36 Ibid.
37 Ibid., hlm. 96.
38 Q.S. Al-Baqarah (2) : 275.
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“...Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...” 39
 ًةَ ٰ َ ِ  َن ُ َ  َنأ ٓ ِإ ِ ِ ٰ َ ۡ ِ ُ َ ۡ َ ُ َ ٰ َ ۡ َأ ْ آ ُ ُ ۡ َ  َ  ْ ا ُ َ اَء َ ِ ٱ َ َ َ
 ۚ ۡ ُ ِ ّ  ٖضا َ َ َ40
“Wahai orang-orang yang beriman janganlah kalian makan harta
diantara kalian dengan cara yang batil, kecuali dengan jalan
perniagaan yang didasarkan pada rela sama rela diantara kalian.” 41
b. Hadis
Dasar hukum kedua adalah hadis Rasulullah SAW.
“Dari Abu Sa’id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda,
"Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka."42
“Nabi bersabda, ‘Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual
beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan
39 Ibid., hlm. 46
40 Q.S. An-Nisa’ (4) : 29.
41 Ibid., hlm 83.
42 HR. Al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban.
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mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah
tangga, bukan untuk dijual.”43
“Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali
perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan
yang haram; dan kaum muslimin  terikat dengan syarat-syarat
mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau
menghalalkan yang haram”44
c. Kaidah Fiqih
“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan
kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”
3. Rukun dan Syarat Mura>bah}ah
Oleh karena mura>bah}ah adalah salah satu jenis jual beli, maka rukun
mura>bah}ah adalah seperti rukun jual beli pada umumnya, yang menurut
jumhur ulama’ yaitu : aqidain, adanya objek jual beli, shighat, dan harga
yang disepakati. Jika keempat hal tersebut ditemukan, maka jual beli
dianggap memenuhi rukun.45
43 HR. Ibnu Majah dari Shuhaib
44 HR. Tirmizi dari ‘Amr bin ‘Auf
45 Ibid., hlm. 90
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Sedangkan syarat-syarat mura>bah}ah adalah sebagai berikut :
a. Harga awal harus dimengerti oleh kedua belah pihak (penjual dan
pembeli). Dalam akad mura>bah}ah, penjual wajib menyampaikan
secara transparan harga beli pertama dari barang yang akan ia jual
kepada pembeli. Sedangkan pembeli mempunyai hak untuk
mengetahui harga jual beli barang. Persyaratan ini juga berlaku bagi
jual beli yang sejenis, seperti al-isyrak, al-tauliyah, al-wadli’ah. 46
b. Besarnya keuntungan harus diketahui dan disepakati oleh kedua belah
pihak, penjual wajib menyampaikan keuntungan yang diinginkan dan
pembeli mempunyai hak untuk mengetahui bahkan menyepakati
keuntungan yang akan diperoleh oleh penjual. Jika salah satu dari
kedua belah pihak tidak sepakat terhadap keuntungan penjual, maka
akad mura>bah}ah tidak terjadi. 47
c. Harga pokok dapat diketahui secara praktis satuannya. Seperti satu
dirham, satu dinar, seratus ribu rupiah, satu kilogram gandum, satu
kwintal beras dan lain sebagainya. Sebab dalam mura>bah}ah, dan juga
dalam jual beli lainnya, yang dikehendaki adalah adanya transparansi
antara harga pokok dan kemungkinan laba yang akan diperoleh. Jika
barang yang akan ditransaksikan tidak diketahui satuannya, maka
46 Ibid., hlm. 90
47 Ibid.
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akan sulit menentukan keuntungan yang akan diperoleh. Sehingga
mura>bah}ah tidak terjadi.48
d. Mura>bah}ah tidak bisa dicampuri dengan transaksi ribawi. Pada jual
beli barter misalnya, sebuah barang yang dibeli dengan timbangan
atau takaran tertentu kemudian dibeli oleh orang lain dengan jenis
barang yang sama dengan pembelian pertama tetapi dengan takaran
yang lebih banyak, maka hal demikian disebut sebagai riba.
e. Akad pertama dalam mura>bah}ah harus shahih. Jika pada pembelian
pertama tidak dilakukan dengan cara shahih, maka transaksi
mura>bah}ah dianggap batal.
Senada  dengan beberapa persyaratan di atas, Syafi’i Antonio
menetapkan persyaratan mura>bah}ah sebagai berikut :49
a. Penjual memberi tahu biaya modal kepada nasabah
b. Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan
c. Kntrak harus bebas dari riba
d. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas
barang sesudah pembelian
e. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan
pembelian, misalnya jika pembeli dilakukan secara hutang.
48 Ibdi., hlm. 91
49 Ibid., hlm. 102.
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4. Fatwa DSN-MUI
Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Ketentuan tentang pembiayaan
mura>bah}ah yang tercantum dalam Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000
adalah sebagai berikut:50
a. Ketentuan Umum Mura>bah}ah
1) Bank dan nasabah harus melakukan akad mura>bah}ah yang bebas
riba.
2) Barang yang diperjual belikan tidak diharamkan oleh syariat
islam
3) Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang
yang telah disepakati kualifikasinya
4) Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank
sendiri dan pembelian ini harus sah dan bebas riba
5) Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan
pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang
6) Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah
(pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus
keuntungannya. Dalam kaitan ini bank harus memberitahu secara
jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang
diperlukan
50 Ibid.
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7) Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut
pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati
8) Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad
tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan
nasabah.
9) Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah membeli barang
dari pihak ketiga, akad jual beli mura>bah}ah harus dilakukan
setelah barang, secara prinsip menjadi milik bank.
b. Ketentuan Mura>bah}ah Kepada Nasabah51
1) Nasabah mengajukan permohonan dan perjanjian pembelian
suatu barang atau asset kepada bank.
2) Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli
terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan
pedagang.
3) Bank kemudian menawarkan aset tersebut, ia harus membeli
terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan
pedagang.
4) Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk
membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal
pemesanan.
51 Ibid.
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5) Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya
riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut.
6) Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung
oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada
nasabah.
7) Jika uang muka memakai kontrak urbun sebagai alternatif dari
uang muka, maka:
a) Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia
tinggal membayar sisa harga.
b) Jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank
maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat
pembatalan tersebut, dan jika uang muka tidak mencukupi,
nasabah wajib melunasi kekurangannya.
8) Jaminan dalam mura>bah}ah diperbolehkan, agar nasabah serius
dengan pesanannya. Disini bank dapat meminta nasabah untuk
menyediakan jaminan yang dapat dipegang.
9) Hutang dalam mura>bah}ah secara prinsip penyelesaiannya tidak
ada kaitannya dengan transaksi lain tang dilakukan nasabah
dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual
kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia
tetap berkewajiban untuk menyelesaikan hutangnya kepada bank.
Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran
berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya.
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Kemudian jika penjualan barang terseut menyebabkan kerugian,
nasabah harus tetap menyelesaikan hutangnya sesuai kesepakatan
awal. Ia tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau
meminta kerugian itu diperhitungkan.
c. Jaminan dalam Mura>bah}ah
1) Jaminan dalam murabahah dibolehkan, agar nasabah serius
dengan pesanannya.
2) Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang
dapat dipegang.
d. Utang dalam Mura>bah}ah
1) Secara prinsip, penyelesaian utang nasabah dalam transaksi
murabahah tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang
dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika
nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan
atau kerugian, ia   tetap berkewajiban untuk menyelesaikan
utangnya kepada bank.
2) Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran
berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya.
3) Jika penjualan barang tersebut menyebabkan  kerugian, nasabah
tetap harus menyelesaikan utangnya sesuai kesepakatan awal. Ia
tidak boleh memperlambat  pembayaran angsuran atau meminta
kerugian itu diperhitungkan.
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e. Penundaan Pembayaran dalam Mura>bah}ah
1) Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda
penyelesaian utangnya.
2) Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau
jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka
penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari’ah
setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
f. Bangkrut dalam Mura>bah}ah
Jika   nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan
utangnya, bank harus menunda tagihan utang sampai ia menjadi
sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan.52
5. Jenis-Jenis Mura>bah}ah
Dalam konsep di perbankan syariah maupun di Lembaga Keuangan
Syariah (LKS), jual beli mura>bah}ah dapat dibedakan menjadi dua,
yaitu:53
a. Mura>bah}ah Tanpa Pesanan
Mura>bah}ah tanpa pesanan adalah jenis jual beli mura>bah}ah yang
dilakukan dengan tidak melihat adanya nasabah yang memesan
(mengajukan pembiayaan) atau tidak, sehingga penyediaan barang
52 Ibid.
53 Ibid., hlm., 39.
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dilakukan oleh bank atau BMT sendiri dan dilakukan tidak terkait
dengan jual beli mura>bah}ah sendiri.
Dengan kata lain, dalam mura>bah}ah tanpa pesanan, bank
syariah menyediakan barang atau persediaan barang yang diperjual
belikan dilakukan tanpa memperhatikan ada nasabah yang membeli
atau tidak. Sehingga proses pengadaan barang dilakukan sebelum
transaksi atau akad jual beli mura>bah}ah dilakukan. Pengadaan barang
yang dikalukan bank syariah ini dapat dilakukan dengan beberapa
cara, antara lain :54
1) Membeli barang jadi kepada produsen (Prinsip mura>bah}ah)
2) Memesankan kepada pembuat barang / produsen dengan
oembayaran dilakukan secara keseluruhan setelah akad (Prinsip
Salam)
3) Memesankan kepada pembuat barang / produsen dengan
pembayaran yang dilakukan di depan, selama dalam masa
pembuatan, atau setelah penyerahan barang (prinsip isthisan)
4) Merupakan barang-barang dari persediaan mudharabah atau
musyarakah
Alur transaksi mura>bah}ah tanpa pesanan dapat dilihat dalam
skema berikut : 55
54 Ibid. hlm., 39
55 Ibid.
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Gambar 1
Alur Mura>bah}ah Tanpa Pesanan
Sumber : Wiroso, Jual Beli Mura>bah}ah
b. Mura>bah}ah Berdasarkan Pesanan
Mura>bah}ah berdasarkan pesanan adalah jual beli mura>bah}ah
yang dilakukan setelah ada pesanan dari pemesan atau nasabah yang
mengajukan pembiayaan mura>bah}ah. Dalam hal ini, bank syariah atau
BMT melakukan perdagangan barang dan melakukan transaksi jual
beli setelah ada nasabah yang memesan untuk dibelikan barang atau
aset sesuai dengan apa yang diinginkan nasabah tersebut.56
56 Ibid., hlm., 41.
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Sedangkan proses transaksi jual beli mura>bah}ah antara bank
syariah dengan nasabah, dilakukan dengan tahap-tahap:57
1) Nasabah melakukan proses negosiasi atau tawar menawar
keuntungan dan menentukan syarat pembayaran. Pada saat itu,
barang sudah berada di tangan bank syariah. Dalam negosiasi ini,
bank syariah sebagai penjual harus memberitahukan dengan jujur
tentang harga dan cara memperoleh barang yang diperjualbelikan
beserta keadaan barangnya.
2) Apabila kedua belah pihak sepakat, tahap selanjutnya dilakukan
aqad untuk transaksi jual beli mura>bah}ah tersebut.
3) Tahap berikutnya bank syariah menyerahkan barang yang
diperjualbelikan.
4) Setelah penyerahan barang, pembeli atau nasabah melakukan
pembayaran harga jual barang. Hal ini dapat dilakukan secara
tunai atau dengan tangguh. Kewajiban nasabah adalah sebesar
harga jual yang meliputi harga pokok ditambah dengan
keuntungan yang disepakati.
57Ibid.,, hlm. 121.
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Alur transaksi Mura>bah}ah berdasarkan pesanan dapat dilihat
dari skema berikut :58
Gambar 2
Alur Mura>bah}ah Berdasarkan Pesanan
Sumber : Waroso, Jual Beli Mura>bah}ah
Kedua akad diatas memiliki implikasi hukum sebagai berikut :
a. Sifatnya mengikat, artinya Mura>bah}ah berdasarkan pesanan tersebut
mengikat untuk dibeli nasabah sebagai pemesan, dengan aturan
sebagai berikut :59
1) Jika bank menerima permintaan pemesan (nasabah), bank harus
membeli aset yang diakhiri/ditutup dengan akad penjualan yang
58 Ibid., hlm. 122
59 Ibid., hlm., 43.
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sah antara dia dan penjual aset. Pembelian ini dianggap
merupakan pelaksanaan janji yang mengikat secara hukum antara
nasabah sebagai pemesan dan bank.
2) Bank menawarkan aset kepada pemesan, yang harus diterima
berdasarkan janji yang mengikat di antara kedua belah pihak
secara hukum, dan oleh karena itu harus sesuai ketetapan yang
berlaku dalam akad penjualan.
b. Sifatnya tidak mengikat, artinya walaupun nasabah telah melakukan
pemesanan barang, namun nasabah tidak terikat untuk membeli
pesanan tersebut, dengan aturan :60
1) Salah satu pihak (pemesan/nasabah) meminta pihak lain
(pembeli/bank) untuk membeli sebuah aset dan menjanjikan
bahwa apabila dia membeli aset tersebut, maka pemesan akan
membelinya dari dia sesuai dengan harganya (sudah termasuk
mark-up keuntungan). Permintaan ini dianggap sebagai kemauan
untuk membeli, bukan penawaran.
2) Jika bank menerima permintaan ini, dia akan membeli aset untuk
dirinya sendiri berdasarkan akad penjualan antara dia dan penjual
(vendor) aset tersebut.
3) Pembeli harus menawarkan lagi kepada pemesan, dia harus
mempunyai pilihan untuk mengakhiri suatau akad penjualan atau
menolak membelinya, dengan kata lain pemesan tidak wajib
60 Ibid., hlm., 43.
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memenuhi janjinya. Jika dia memilih melakukan akad, maka itu
akan dianggap sebagai suatu penerimaan tawaran.
4) Apabila terjadi bahwa pemesan menolak membeli aset tersebut,
maka aset tersebut tetap akan menjadi milik bank yang berhak
untuk menjualnya melalui cara-cara yang diperbolehkan.
5) Jika diharuskan bahwa pemesan harus membayar cicilan pertama,
maka pembayaran tersebut harus dilakukan setelah akad tersebut
ditandatangani dan cicilan tersebut merupakan bagian dari harga
penjualan tersebut.61
6. Penerapan dan Skema Mura>bah}ah
Mura>bah}ah merupakan skim fiqh yang paling populer dalam
pembiayaan syariah. Mura>bah}ah dalam perbankan syariah didefinisiakan
sebagai jasa pembiayaan dengan mengambil bentuk transaksi jual beli
barang antara bank dengan nasabah dengan cara pembayaran angsuran.
Dalam perjanjian mura>bah}ah, bank membiayai pembelian barang atau aset
yang dibutuhkan oleh nasabahnya dengan membeli barang itu dari
pemasok barang dan kemudian menjualnya kepada nasabah tersebut
dengan menambahkan suatu mark-up atau margin keuntungan.62
61 Ibid., hlm., 43.
62 Sutan Remy Sjahdeini, Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan,
(Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1999)., hlm. 64.
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Mura>bah}ah sebagaimana yang diterapkan dalam perbankan syariah,
pada prinsipnya didasarkan pada 2 (dua) elemen pokok, yaitu harga beli
serta biaya yang terkait dan kesepakatan atas mark-up. Ciri dasar kontrak
pembiayaan mura>bah}ah adalah sebagai berikut :63
a. Pembeli harus memiliki pengetahuan tentang biaya-biaya terkait dan
harga pokok barang dan batas mark-up harus ditetapkan dalam bentuk
persentase dari total harga plus biaya-biayanya.
b. Apa yang dijual adalah barang atau komoditas dan dibayar dengan
uang
c. Apa yang diperjual-belikan harus ada dan dimiliki oleh penjual atau
wakilnya dan harus mampu menyerahkan barang itu kepada pembeli
d. Pembayaran ditangguhkan
Bank-bank syariah umumnya mengadopsi Mura>bah}ah untuk
memberikan biaya jangka pendek kepada para nasabah guna pembelian
barang meskipun mungkn nasabah tidak memiliki uang untuk membayar.
Kemudian dalam prakteknya di perbankan syariah, sebagian besar kontak
Mura>bah}ah yang dilakukan adalah dengan menggunakan sistem
Mura>bah}ah kepada pemesan pembelian. Hal ini dinamakan demikian
karena pihak bank syariah semata-mata mengadakan barang atau aset
untuk memenuhi kebutuhan nasabah yang semestinya. Jadi secara umum,
63 Ibid.
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skema dari aplikasi Mura>bah}ah ini sama dengan Mura>bah}ah berdasarkan
pesanan. 64
Bank atau lembaga keuangan syariah (BMT) bertindak sebagai
penjual sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli
bank dari produsen (supplier) ditambah keuntungan. Kedua belah pihak
harus menyepakati harga jual tersebut dan jangka waktu pembayaran.
Harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah disepakati,
tidak dapat berubah selama berlaku akad. Barang atau objek harus
diserahkan segera kepada nasabah, dan pembayaran dilakukan secara
tangguh.65
Ketentuan praktek Mura>bah}ah terhadap nasabah :66
a. Nasabah mengajukan permohonan dan perjanjian pembelian suatu
barang atau jasa asset kepada bank. Kemudian jika bank menerima
permhonan tersebut, bank harus memiliki terlebih dahulu aset
tersebut. Dan jika keduanya sepakat, maka dapat ditindak lanjuti
dengan pembuatan kontrak jual beli.
64 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah dan Teori ke Praktek, (Jakarta: Gema Insani,
2001)., hlm. 103.
65 Ibid., hlm. 63.
66 Ibid., hlm. 97.
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b. Dalam kontrak jual beli tersebut, bank dibolehkan meminta nasabah
untuk membayar uang muka terlebih dahulu saat penanda tanganan
kontrak.
c. Jika nasabah menolak membeli barang tersebut bank dapat meminta
uang muka tersebut kurang, bank dapat meminta kembali sisa
kerugiannya kepada nasabah.
d. Bank dapat meminta jaminan kepada nasabah semata-mata agar
nasabah tidak menghianati janji yang telah disepakati. Jaminan
ditetapkan sebagai tanta perikatan perjanjian kedua belah pihak agar
para pihak tidak ada yang ingkat.
e. Hutang yang timbul dari akad Mura>bah}ah secara prinsip
peneyelesaiannya tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang
dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika
nasabah menjual kembali barang tersebut baik untung atau mengalami
kerugian, nasabah tetap mempunyai kewajiban untuk menyelesaikan
hutangnya kepada bank sebesar harga yang telah disepakati. Jika
nasabah dapat menjual barang tersebut dengan segera, ia tidak wajib
segera melunasi hutangnya kepada bank. Sebaliknya jika bank
mengalami kerugian dalam penjualan barang tersebut, ansabah tidak
mempunyai hak untuk menuntut bank memperhitungkan kerugian
yang diterimanya.67
67 Ibid., hlm. 98.
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f. Jika nasabah pada akhirnya dianggap paili, dan dia tidak bisa segera
melunasi hutangnya, bank harus memberikan toleransi kepada
nasabah. Bakn tidak boleh serta merta mengeksekusi jaminan yang di
pegang bank. Toleransi ini diberikan untuk meringankan beban
nasabah, sedangkan batasan waktunya tergantung kelonggaran
nasabah.68
C. Mura>bah}ah bil Waka>lah
1. Pengertian Mura>bah}ah bil Waka>lah
Mura>bah}ah bil Waka>lah adalah jual beli dengan sistem waka>lah .
Dalam jual beli sistem ini pihak penjual mewakilkan pembeliannya kepada
nasabah, dengan demikian akad pertama adalah akad waka>lah setelah
akad waka>lah berakhir yang ditandai dengan penyerahan barang dari
nasabah ke Lembaga Keuangan Syariah kemudian pihak lembaga
memberikan akad mura>bah}ah.
Sesuai dengan ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional
No:04/DSNMUI/IV/2000 pasal 1 ayat 9: “Jika bank hendak mewakilkan
kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli
murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik
bank”.69 Sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN MUI akad mura>bah}ah bil
waka>lah dapat dilakukan dengan syarat jika barang yang dibeli oleh
68 Ibid.
69 Ibid.
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nasabah sepenuhnya sudah milik Lembaga Keuangan Syariah, kemudian
setelah barang tersebut dimiliki Lembaga Keuangan Syariah maka akad
mura>bah}ah dapat dilakukan. Skema akad mura>bah}ah bil waka>lah adalah
sebagai berikut :
GAMBAR 3
Skema Mura>bah}ah bil Waka>lah
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
Sumber : Penjelasan Fatwa DSN-MUI
Dalam hal ini, apabila pihak bank mewakilkan kepada nasabah untuk
membeli barang dari pihak ketiga (supplier) maka kedua pihak harus
menandatangani kesepakatan agency (agency contract), dimana pihak
bank memberi otoritas kepada nasabah untuk menjadi agennya dalam
BANK Nasabah
1. Akad Jual Beli
2. Waka>lah
5. Terima Dokumen
Supplier
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membeli komoditas dari pihak ketiga atas nama bank, dengan kata lain
nasabah menjadi wakil bank membeli barang.70
Kepemilikan barang yang hanya sebatas sebagai agen dari pihak
bank. Selanjutnya nasabah memberikan informasi kepada pihak bank
bahwa ia telah membeli barang, kemudian pihak bank menawarkan barang
tersebut kepada nasabah dan terbentuklah kontrak jual beli. Sehingga
barang tersebut beralih kepemilikan menjadi milik nasabah dengan segala
resikonya.71
2. Rukun Mura>bah}ah bil Waka>lah
Dalam rukun mura>bah}ah bil waka>lah sama dengan akad
mura>bah}ah, namun perbedaan dalam akad mura>bah}ah bil waka>lah
terdapat wakil dalam pembelian barang.72
a. Penjual (ba’i)
b. Pembeli (musytary)
c. Barang yang dibeli
d. Harga Barang
Dalam hal ini harga barang harus diketahui secara jelas yaitu
harga beli dan margin yang akan disepakati oleh kedua belah pihak.
70 Ibid., hlm., 45.
71 Ibid.
72 Ibid., hlm.106.
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Sehingga kedua belah pihak akan melakukan keputusan harga jual dan
jangka waktu pengangsuran.
e. Muwakil atau pemberi kuasa adalah pihak yang memberikan kuasa
kepada pihak lain.
f. Taukil atau objek akad
g. Shigat atau Ijab dan Qabul
3. Syarat Mura>bah}ah bil Waka>lah73
a. Barang yang diperjual belikan harus halal dan bebas dari najis
b. Penjual memberitahu modal yang akan diberikan kepada nasabah
c. Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang telah ditetapkan
d. Kontrak harus bebas dari riba
e. Penjual harus memberitahu atau menjelaskan bila terjadi cacat atas
barang sesudah pembelian
f. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan
pembelian, misalnya jika pembelian tersebut dilakukan secara utang
g. Objek barang yang akan dibeli harus jelas dan diwakilkan kepada
nasabah yang mengajukan pembiayaan dengan akad Mura>bah}ah bil
Waka>lah
h. Tidak bertentangan dengan syariat Islam74
73 Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008),
hlm.104.
74 Ibid.
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4. Ketentuan Umum Pembiayaan Mura>bah}ah bil Waka>lah
a. Bukti Pembelian Barang Nasabah
Pada dasarnya, bukti pembelian barang bukanlah salah satu
rukun atau syarat yang mutlak dipenuhi dalam mura>bah}ah bil
waka>lah. Penyerahan bukti pembayaran dimaksudkan untuk menjaga
agar nasabah tidak menyalahgunakan dana dari bank dan dapat
membuktikan bahwa pembelian tersebut dari bank bukan nasabah,
karena bukti pembayaran harus dan atas nama bank. Hal tersebut juga
telah diatur  di dalam Fatwa DSN- MUI Nomor 04/DSN-
MUI/IV/2000 tentang mura>bah}ah yang berbunyi : “Bank memberi
barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri dan
pembelian ini harus sah dan bebas riba”75
Adapun maksud tujuan lain penyertaan bukti pembayaran atau
pembelian barang tersebut adalah sebagai tanda kejelasan
kepemilikan suatu barang, agar akad mura>bah}ah bil waka>lah tidak
menimbulkan keraguan atau ketidak jelasan harga dari barang yang
dibutuhkan nasabah.
b. Wa’ad waka>lah pada Mura>bah}ah bil Waka>lah
Berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000
pada ketentuan mura>bah}ah kepada Nasabah poin pertama: “Nasabah
75 Ibid.
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mengajukan permohonan dan janji pembelian suatu barang atau aset
kepada bank” dan poin ketiga : “Bank kemudian menawarkan aset
tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membelinya)
sesuai dengan janji yang telah disepakatinya, karena secara hukum
janji tersebut mengikat, kemudian kedua belah pihak harus membuat
kontrak jual beli”.76 Terdapat ketentuan mengenai janji, yaitu:
1) Nasabah mengajukan permohonan dan janji pembelian suatu
barang atau aset kepada bank
2) Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan
nasabah harus menerima (membelinya) sesuai dengan janji yang
telah disepakatinya, karena secara hukum janji tersebut mengikat;
kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.77
Untuk mencega terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad
bank dapat membuat perjanjian khusus dengan nasabah.78 Perjanjian
yang dimaksud seperti pada surat kuasa yang dapat menandakan
bahwa nasabah mendapatkan amanat oleh bank untuk mewakilkan
pembelian barang kepada supplier. Surat kuasa disini ditunjukkan
agar akad yang digunakan jelas.
c. Pembiyaan Mura>bah}ah bil waka>lah
76 Ibid.
77 Panji Adam A.P., “Konsep Wa’ad dan Implementasinya dalam Fatwa DSN” Jurnal Fakultas
Syariah, (Bandung), Vol. 02 Nomor 02, 2018., hlm. 91
78 Ibid.
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Seorang nasabah yang membutuhkan pembiayaan haruslah jelas
dengan kebutuhannya. Karena kesalahan dalam penerapan
pembiayaan berakibat rusaknya akad yang digunakan sehingga jual
beli yang dilakukan tidak sah menutur syariah. Sesuai firman Allah
SWT yang berbunyi :
َ َ َِد ُ ُ ۡ ِ  ْا ُ َۡوأ ْآ ُ َ اَء َ ِ ٱ79
“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu..”80
Akad mengikat kedua belah pihak yang saling bersepakat, yakni
masing-masing pihak terkait untuk melaksanakan kewajiban mereka
masing-masing yang telah disepakati terlebih dahulu.
79 Q.S. Al-Maidah (5) : 1.
80 Ibid., hlm. 102
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BAB III
GAMBARAN UMUM DAN IMPLEMENTASI WAKA>LAH PADA AKAD
MURA>BAH}AH DI BPD BANK  JATENG SYARIAH KEC. SRAGEN
A. Profil Badan Pembangunan Daerah (BPD) Bank Jawa Tengah Syariah
1. Sejarah BPD Bank Jateng Syariah
Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah pertama berdiri di
Semarang, dengan dasar Surat Persetujuan Menteri Pemerintah Umum &
Otonomi Daerah No. DU 57 / 1 / 35 tanggal 13 Maret 1963 dan izin usaha
dari Menteri Urusan Bank Sentral No. 4 / Kep / MUBS / 63 tanggal 14
Maret 1963 yang digunakan sebagai landasan operasional. Bank
Pembangunan Daerah Jawa Tengah pertama kali beroperasional pada 6
April 1963 di Gedung Bapindo, Jalan Pahlawan No. 3 Semarang yang
dijadikan sebagai kantor pusat.1
Bank yang sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi dan
Pemerintah Kabupaten / Kota se-Jawa Tengah ini bertujuan sebagai
pemegang kas daerah dan membantu meningkatkan ekonomi daerah serta
memberikan kredit pada pengusaha kecil.2
1 http://syariah.bankjateng.co.id/tentang_kami/profil, 28 Maret 2019, Pukul 14.39 WIB.
2 Ibid
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Seiring dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat Islam di
Jawa Tengah, maka Bank Jateng mendirikan Unit Usaha Syariah pada 26
April 2008 yang berpusat di Gedung Grinatha Lt. IV, Jl. Pemuda No. 142
Semarang. Pada awalnya, Bank Jateng Cabang Syariah hanya mempunyai
satu Kantor Cabang Syariah yaitu di Surakarta. Selanjutnya, pada bulan
Oktober 2016, Bank Jateng Syariah telah mengoperasionalkan empat
Kantor Cabang Syariah, sembilan Kantor Cabang Pembantu Syariah, tujuh
Kantor Kas Syariah, 145 Layanan Syariah di (Office Chanelling) yang
tersebar di seluruh wilayah Jawa Tengah.3
2. Profil BPD Jateng Syariah KCP. Sragen
Kator Cabang Pembantu Sragen yang beralamat di Jl. Sukowati
nomor 156 Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen.
Nama : PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang
Pembantu Syariah Sragen
Kantor Pusat : Gedung Grinatha Lt. IV, Jl. Pemuda No. 142 Semarang
Telepone : 0271 895081
Website : www.syariah.bankjateng.co.id
Pemilik : 1.   Pemerintah Provinsi Jawa Temgah
2.   Pemerintah Kabupaten / Kota se-Jawa Tengah
3 Ibid.
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a. Struktur Organisasi BPD Bank Jateng Syariah KCP. Sragen
1) Pimpinan Cabang : Retno Sri Wulandari
2) Seksi Pemasaran : M. Ikhsan Sri H.
3) Seksi Pembiayaan : Imam Budi Prayitno
4) Marketing : Dodi Septriyono
5) Teller : Ambarwati Puji S.
6) Customer Service : Galih Susanto
b. Uraian Tugas dan Tanggung Jawab Pengurus BPD Bank Jareng Syariah
KCP. Sragen4
1) Pimpinan Cabang
a) Memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip-prinsip
GCG dalam setiap kegiatan usaha koperasi pada seluruh
tingkatan.
b) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan
tanggungjawab Manejer secara berkala maupun sewaktu-
waktu, serta memberikan nasehat kepada Manajer.
c) Melaksanakan tugas dan tanggungjawab secara independen.
d) Menjalankan fungsi dan tugasnya sesuai dengan pedoman dan
tata tertib kerja.
e) Mengkoordinasi dan menetapkan rencana kerja tahunan KCP,
agar selaras dengan visi dan misi Bank Jateng Syariah.
4 Ibid.
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f) Mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan rencana KCP,
untuk memastikan tercapainya target KCP yang telah
ditetapkan secara tepat waktu.
g) Menetapkan kebutuhan dan strategi pengembangan SDI di
KCP untuk memastikan jumlah dan kualifikasi SDI sesuai
dengan strategi bank.
h) Melakukan analisis SWOT terhadap kondisi KCP setiap bulan
dalam rangka menetapkan posisi KCP terhadap posisi pesaing
di wilayah setempat.
i) Menilai, memutuskan, dan melegalisasi kegiatan non
operasional capem.
j) Mengkoordasi seluruh sarana dan kegiatan untuk mencapai
target yang telah ditetapkan dan disepakati sejalan dengan visi,
misi dan sasaran kegiatan kerja.5
2) Seksi Pemasaran
a) Mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan rencana kerja
dan anggaran tahunan di tim pemasar sesuai dengan peraturan
yang berlaku.
b) Merumuskan dan menyusun strategi pemasaran baru.
c) Memonitor kegiatan pemasaran produk penghimpunan dan
pembiayaan.
5 Ibid.
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d) Menyiapkan materi presentasi dalam rangka kegiatan
pemasaran produk dana maupun pembiayaan di instansi
pemerintah maupun swasta.
e) Membuat dan menambah daftar kontak nasabah potensial
untuk kepentingan pemasaran.
f) Mengelola hubungan dengan nasabah-nasabah, baik secara
aktif kunjungan langsung maupun pasif.
3) Marketing
a) Melakukan sosialisasi produk.
b) Melakukan funding lending dana an merekrut anggota.
c) Menjaga hubungan baik dengan nasabah agar tetap menjadi
nasabah Bank Jateng Syariah.
d) Menyusun rencana kerja dan melaksanakannya.
e) Mengkoordinasi penerapan regulasi baru terkait dengan
pemasaran produk Bank Jateng Syariah.6
4) Teller
a) Menerima setoran tunai dan non tunai.
b) Melakukan pembayaran.
c) Mengambil atau menyetorkan uang dari Bank Indonesia,
Kantor Pusat, dan Cabang lain sesuai penugasan layanan dari
nasabah.
6 Ibid.
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d) Mengamankan dan menyimpan uang tunai, surat berharga, dan
membuat laporan sesuai dengan bidangnya.
5) Customer Service
a) Melakukan dan mengevaluasi kegiatan customer service di
seksi pelayanan syariah.
b) Memberikan evaluasi dan mengusulkan kepada atasan terkait
permasalahan yang muncul sehubungan dengan pelaksanaan
tugas di customer service.
c) Menyusun laporan yang terkait kegiatan pelaksanaan customer
service
B. Visi dan Misi Badan Pembangunan Daerah (BPD) Bank Jateng Syariah
1. Visi Bank Jateng Syariah
Menjadi bank syariah yang terpercaya dan menjadi kebanggaan
masyarakat.7
2. Misi Bank Jateng Syariah
a. Memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perolehan laba Bank
Jateng
b. Menyediakan produk-produk dan jasa perbankan syariah dengan
layanan prima untuk memberikan kepuasan dan nilai tambah bagi
7 Ibid.
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nasabah dan masyarakat sehingga mampu menggerakkan sektor riil
sebagai pilar pertumbuhan ekonomi regional
c. Menjalin kemitraan dengan pihak-pihak terkait untuk membangun
sinergi dalam pengembangan bisnis.
d. Memberikan peluang dan dorongan bagi seluruh karyawan dengan
mengembangkan seluruh potensi dirinya untuk kesejahteraan diri dan
keluarganya, nasabah serta masyarakat pada umumnya.
C. Aplikasi Mura>bah}ah bil Waka>lah di BPD Bank Jateng Syariah KCP.
Sragen
Pada Bank Jateng KCP. Syariah Sragen terdapat pembiayaan
berdasarkan prinsip mura>bah}ah bil waka>lah, di mana dalam prinsip ini
memberikan pelayanan pada pembelian barang-barang, seperti tanah, rumah,
bahan bangunan, dan lain sebagainya.8 Terkait adanya praktek mura>bah}ah bil
waka>lah di Bank Jateng KCP. Syariah Sragen harus memenuhi berbagai
persyaratan atau langkah-langkah dalam melakukan kerjasama dalam bidang
pembiayaan.9
8 Sri Wulandari, Retno. Pimpinan BPD Bank Jateng Syariah KCP. Sragen, Wawancara
Pribadi, 09 Juni 2019. Pukul 11.30 WIB.
9 Ibid
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Nasabah yang bertindak sebagai wakil dari bank untuk membeli barang
yang dibutuhkannya sesuai dengan surat keterangan pembelian barang yang
sudah disepakati, nasabah melaksanakan pemebelian barang langsung dengan
supplier, dimana transaksi jual beli tersebut diatas namakan nasabah.10 Ketika
akad mura>bah}ah bil waka>lah ini dilaksanakan, nasabah sudah menyelesaikan
segala administrasi yang terkait dengan pembiayaan ini. Sekalipun barang
belum ada pada saat akad dilaksanakan, namun administrasi ini sudah selesai
dan nasabah tidak perlu lagi kembali untuk menyelesaikan persoalan
administrasinya kecuali mengantarkan kuitansi pembelian terhadap pihak bank
dan mengantarkan angsuran pembiayaan sesuai dengan perjanjian
pengembaliannya, namun hal ini juga tidak semua mengembalikan kuitansi
tersebut.11
Adapun praktek mura>bah}ah bil waka>lah di BPD Bank Jateng Syariah
KCP. Sragen adalah sebagai berikut:
1. Pra Pembiayaan
Nasabah atau peminjam dapat datang langsung ke kantor kantor
Bank Jateng Syariah KCP Sragen yang bertempat di Jl. Sukowati nomor
156 Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen dengan melalui marketing
10 Giyarningsih, Nasabah BPD Bank Jateng Syariah KCP. Sragen, Wawancara Pribadi, 10
Juni 2019. Pukul 09.00 WIB
11 Septriyono, Dodi. KA Marketing PT. BPD Jawa Tengah KCP. Syariah Sragen, Wawancara
Pribadi, 12 November 2018, Jam 11.00-12.00 WIB.
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membicarakan tentang pinjaman, mulai dari persyaratan, keuntungan,
sistem angsuran, dan tata caranya, dengan jam operasional :
Hari : Senin s/d Jum’at
Waktu : 08.00 WIB s/d 14.30 WIB
Hari : Sabtu
Waktu : 08.00 WIB s/d 11.00 WIB
2. Pelaksanaan Pembiayaan
Pelaksanaan pembiayaan Mura>bah}ah bil waka>lah dapat dilakukan
dengan cara calon nasabah mengajukan permohonan pembiayaan untuk
pembelian barang kepada bank dengan membawa semua berkas-berkas
yang dibutuhkan, seperti : 12
1) Pas foto pemohon suami dan istri ukuran 4x6
2) Fotocopi KTP pemohon suami dan istri
3) Fotocopi KK dan surat nikah pemohon
4) Fotocopi NPWP (Pembiayaan > Rp. 100.000.000,-)
5) Neraca dan laba rugi 2 tahun terakhir dan bulan terakhir
6) Fotocopy Surat Izin Usaha dan surat izin lainnya
a. Setelah mengisi data form yang diberikan pihak analis selanjutnya
dilakukan BI-Checking. BI-checking adalah Proses dimana bank
melakukan penyeleksian calon nasabah dengan menganalisa apakah
nasabah pantas atau tidaknya diterima sebagai nasabah bank syariah.
12 Ibid.
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Pengecekan disini dapat meliputi Pengecekan Historis nasabah,
apakah dia pernah mengambil pembiayaan atau malah mempunyai
pembiayaan yang masih berjalan. 13
b. Proses survey yang akan dilakukan oleh pihak analis dengan Kepala
Cabang.
c. Pihak adminisitrasi melakukan Taksasi Jaminan dari nasabah.
Taksasi adalah penaksiran jaminan yang diberikan oleh nasabah yaitu
meliputi :
1) Nilai pasar dari jaminannya tersebut, dengan patokan
menggunakan NJOP
2) Surat keterangan kelurahan, yang nantimnya dikalikan dengan
luas tanah dan bangunan.
d. Apabila pembiayaan tersebut disetujui maka nasabah diwajibkan
membayar uang muka sebesar 5% dari harga barang yang
dibutuhkannya, selanjutnya pihak adminisitrasi akan membuat Nota
Analisa Pembiayaan dan membuat Surat Persetujuan Pembiayaan
yang akan ditanda tangani oleh Kepala Cabang.
e. Kemudian pihak adminisitrasi membuat surat persetujuan
pembiayaan yang ditanda tangani oleh nasabah disertai dengan :
1) Menyerahkan dokumen agunan asli sebagai pengikat
2) Menyerahkan dokumen asli lainnya
13 Ikhsan Sri H., M. Bagian Pemasaran BPD Bank Jateng Syariah KCP. Sragen, Wawancara
Pribadi, 09 Juni 2019. Pukul 10.30 WIB.
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3) Wajib membuka rekening tabungan
f. Setelah surat persetujuan pembiayaan ditanda tangani oleh nasabah
dan Kepala Cabang, kemudian pihak adminisitrasi akan membuat
akad pembiayaan yang akan ditanda tangani oleh Kepala Cabang dan
nasabah.
g. Kemudian bank menyetujui permohonan pembiayaan untuk
pembelian barang selanjutnya dilakukan akad waka>lah sekaligus akad
mura>bah}ah. Kemudian dilakukan penandatanganan Surat Kuasa Jual
Beli dan Surat Pengakuan Hutang.14
h. Setelah itu nasabah juga harus menandatangani dokumen legal yang
berisi:
1) Akad Pembiayaan
2) Pengikatan Agunan
3) Dokumen Pendukung
4) Permohonan Pencairan
i. Setelah akad selesai dilanjutkan dengan penyerahan atau pencairan
dana ke rekening nasabah, kemudian nasabah mendebit uang tersebut
yang selanjutnya nasabah diminta untuk membeli barang kepada
supplier.
j. Penyerahan atau pengiriman barang langsung dari supplier kepada
nasabah.
14 Ibid.
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k. Setelah selesainya segala administrasi antara nasabah dengan bank,
bank akan menghitung margin dari jumlah uang yang diserahkan
kepada nasabah tersebut dengan menganggap bahwa uang yang
diterima nasabah tersebut sebagai biaya perolehan atau modal.
l. Setelah itu nasabah dalam pembayaran angsuran dapat dilakukan
dengan penyetoran uang kedalam rekening nasabah atau dengan auto
debet yaitu pendebetan yang dilakukan oleh bank kepada nasabah dan
mengangsur sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan.
Setelah prosedur diatas terlaksanakan pihak adminisitrasi akan
menyampaikan ulang terkait pembiayaan yang akan diberikan kepada calon
nasabah, dikarenakan untuk mengantisipasi adanya kecurangan yang akan
diperbuat oleh calon nasabah. Pengulangan bertujuan untuk merefresh atau
mengingatkan perjanjian yang telah disepakati bersama. Penyampaian ulang
oleh pihak adminisitrasi meliputi plafon, jangka waktu dan ansuran perbulan.15
Apabila disaat pengecekan mengalami kebuntuan dari pihak bank, dalam
hal ini saat pengecekan BI checking atau saat survey jaminan. Maka bank berhak
menolak nasabah yang mengajukan pembiayaan kepada bank syariah.
Penolakan dilakukan dengan cara penolakan secara lisan dan tulisan. Jika
nasabah mengelak akan hal yang disampaikan oleh pihak adminisitrasi
mengenai calon nasabah yang tidak memenuhi kriteria bank syariah, maka pihak
adminisitrasi dapat membuatkan surat kepada calon nasabah yang ditolak oleh
15 Ibid.
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bank syariah, dengan maksud bank syariah tidak bisa memberikan pembiayaan
kepada calon nasabah bank syariah tersebut.
Kecurangan yang dialakukan oleh nasabah dapat terjadi dan tidak ada yang
bisa meramalkan hal tersebut. Maka dari itu bank telah menyiapkan sanksi yang
digunakan untuk nasabah yang melakukan kecurangan, bank dapat mengambil
jaminan yang telah diberikan oleh nasbah. Dalam hal ini bank mengambil
tindakan berupa pengambilan jaminan karena nasabah melakukan kecurangan.
Pengambilan suatu jaminan dapat dicover oleh pihak asuransi yang telah
disepakati diawal akad, dan sementara uang akan dicover oleh asuransi sesuai
dengan sertifikat penjaminan. Semisal akad yang telah disepakati mempunyai
asuransi 75% dari plafon, maka pihak asuransi akan mengcover kecurangan
nasabah dengan menalangi utang dari nasabah tersebut.16
Prosedur akan ditutup menggunakan bacaan bismillah dan doa yang akan
dipimpin oleh pihak adminisitrasi, menandakan akad telah disetujui oleh kedua
belah pihak dan siap untuk dicairkan dan setelah itu nasabah menandatangani
akad yang telah disetujui, dengan tanda tangan yang diisi oleh pihak suami
dengan istri calon nasabah Bank Jateng KCP. Syariah Sragen.
16 Ibid.
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BAB IV
ANALISIS PELAKSANAAN AKAD MURA>BAH}AH BILWAKA>LAH
DI BANK JATENG KCP. SYARIAH SRAGEN
A. Tinjauan Fatwa Nomor: 04/DSN-MUI/IV/2000 terhadap Pelaksanaan
akad Mura>bah}ah bil waka>lah di Bank Jateng KCP. Syariah Sragen
1. Ketentuan Umum Mura>bah}ah
1) Bank dan nasabah harus melakukan akad mura>bah}ah yang bebas riba.
Bank Jateng KCP. Syariah Sragen telah menetapkan ketentuan
dan syarat yang harus disetujui oleh nasabah, dalam menentukan
harga bank juga akan menjelaskan harga barang serta harga
keuntungan yang ditetapkan oleh bank sebelum akad dilaksanakan
oleh kedua belah pihak, nasabah berhak atas setuju atau tidak dalam
persyaratan tersebut. Kegiatan tersebut membuktikan bahwa tidak
adanya riba didalam transaksi jual beli yang dilakukan oleh bank dan
nasabah yang menjadikan Bank Jateng KCP. Syariah telah sesuai
delam pelaksanaan pembiayaan menurtut Fatwa DSN-MUI.
2) Barang yang diperjual belikan tidak diharamkan oleh syariat islam
Barang yang dibutuhkan nasabah akan diteliti dan dilihat
kejelasannya apabila pembiayaan dilakukan untuk pembelian barang
yang diharakan oleh syariat Islam, maka Bank Jateng KCP. Syariah
Sragen akan menolak pembiayaan tersebut. Dalam pelaksanaannya
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Bank Jateng KCP. Syariah Sragen telah sesuai dengan Fatwa SDN-
MUI yang berlaku.
3) Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang
telah disepakati kualifikasinya
Bank Jateng KCP. Syariah akan melakukan pembiayaan kepada
nasabah sesuai dengan kebutuhan nasabah dengan syarat uang muka
sebesar 5% dan penyerahan barang berharga sebagai jaminan agar
nasabah tidak main-main dalam melakukan akad dengan bank. Bank
Jateng KCP. Syariah Sragen akan menghitung berapa besarnya harga
dan biaya untuk mendapatkan barang yang diminta nasabah sebelum
terjadinya akad. Bank Jateng KCP. Syariah Sragen dalam pelaksanaan
pembiayaan telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI yang berlaku.
4) Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank
sendiri dan pembelian ini harus sah dan bebas riba
Bank Jateng KCP. Syariah Sragen telah mewakilkan dirinya
dalam hal pembelian barang kepada nasabah, nasabah yang diberi
amanat melakukan transaksi jual beli dengan pedagang mengatas
namakan jual beli tersebut atas nama nasabah sendiri, hal ini terjadi
karena bank tidak memberikan pengertian akan hal tersebut. Dilihat
dari kegiatan tersebut dengan nasabah yang mengatas namakan
pembelian barang yang diamanati oleh bank dengan namanya sendiri
tidak sesuai dengan Fatwa DSN-MUI, hal tersebut menjadikan
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kepemilikan barang menjadi salah dan akan menimbulkan cacat
dalam akad menjadikan akad tersebut rusak.
5) Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan
pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang
Bank Jateng KCP. Syariah Sragen sebelum melakukan akad jual
beli dengan nasabah akan memberikan penjelasan mengenai apa saja
yang akan dilakukan nasabah setelah pembiayaan disetujui dan
dilaksanakan. Dengan kegiatan demikian maka Bank Jateng KCP.
Syariah Sragen telah melaksanakan pembiayaan sesuai dengan Fatwa
DSN-MUI yang berlaku.
6) Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan)
dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam
kaitan ini bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang
kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan
Bank Jateng KCP. Syariah Sragen akan menjelaskan secara
terperinci mengenai harga yang akan diperoleh bank dari barang yang
dibutuhkan nasabah dengan harga keuntungan yang dihitung oleh
bank sebelum akad jual beli dilakukan, maka dari itu nasabah akan
mengetahui seluruh jumlah total biaya yang harus dikembalikannya
nanti, hal tersebut sesuai dengan Fatwa DSN-MUI dimana Bank
Jateng KCP. Syariah Sragen merikan harga barang ditambah dengan
keuntungan yang akan diperoleh bank.
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7) Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada
jangka waktu tertentu yang telah disepakati
Praktiknya setelah nasabah menyelesaikan segala administrasi
dan kegiatan pembiayaan terkait dengan Bank Jateng KCP. Syariah
Sragen nasabah akan mempunyai kewajiban agar terus mengansur
dengan jangka waktu dan jumlah angsuran yang telah disepakati
diawal akad. Bank Jateng KCP. Syariah Sragen telah melaksanakan
ketentuan Fatwa DSN-MUI dengan baik dan benar.
8) Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad
tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan
nasabah.
Bank Jateng KCP. Syariah Sragen akan mewajibkan nasabah
yang akan melakukan pembiayaan untuk menanda tanganti surat
perjanjian hutang, surat perjanjian jual beli dan dokumen lainnya agar
nasabah tidak lalai dalam kewajibannya, dan bank dapat menerapkan
prinsip kehati-hatian. Bank Jateng KCP. Syariah Sragen telah
melaksanakan pembiayaan yang sesuai dengan Fatwa DSN-MUI
9) Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah membeli barang dari
pihak ketiga, akad jual beli mura>bah}ah harus dilakukan setelah
barang, secara prinsip menjadi milik bank.
Bank Jateng KCP. Syariah Sragen berperan sebagai penyedia
dana dan untuk pembelian barang akan diwakilkan kepada nasabah.
Nasabah akan melakukan transaksi jual beli kepada pedagang dengan
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atas namanya sendiri, setelah jual beli dilakukan maka nasabah tidak
diperlu kembali lagi ke bank, nasabah akan mulai mengangsur
penyetoran dana setiap bulan kepada Bank Jateng KCP. Syariah
Sragen. Dengan demikian dapat dilihat bahwa bank tidak memiliki
barang yang menjadi objek akad secara prinsip. Terlihat ketika
nasabah yang bertindak sebagai wakil bank langsung mengatas
namakan dirinya sendiri menjadi pembelinya dan bukan bank.
Nasabah juga langung mengansur kekurangan dari pembiyaan
tersebut, yang menjadikan objek barang tersebut tidak jelas siapa
kepemilikannya sehingga dapat merusak akad yang sebelumnya
dibuat.
2. Ketentuan Mura>bah}ah Kepada Nasabah1
1) Nasabah mengajukan permohonan dan perjanjian pembelian suatu
barang atau aset kepada bank.
Calon nasabah Bank Jateng KCP. Syariah Sragen datang dengan
membawa persyaratan untuk mengajukan permohonan pembiayaan
kepada Bank Jateng KCP. Syariah Sragen secara langsung. Dengan
adanya permohonan sebelum pembiayaan dilakukan nasabah Bank
Jateng KCP. Syariah telah menerapkan pembiayaan yang sesuai
dengan Fatwa DSN-MUI.
1 Ibid.
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2) Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih
dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.
Bank Jateng KCP. Syariah Sragen akan mewakilkan pembelian
barang kepada nasabah yang ditunjuk sebagai wakil dari bank, karena
keterbatasan bank dalam memperoleh barang pesanan maka hal
tersebut dibolehkan, kegiatan tersebut sesuai dengan Fatwa yang
berlaku.
3) Bank kemudian menawarkan aset tersebut, ia harus membeli terlebih
dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.
Bank Jateng KCP. Syariah Sragen melakukan jual beli kepada
pedagang dengan sah dengan nasabah sebagai wakilnya, hal tersebut
telah sesuai dengan Fatwa yang berlaku karena meski diwakilkan
bank tetap melaksanakan kegiatan jual beli dengan pedagang sehingga
barang dapat diperoleh.
4) Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk
membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal
pemesanan.
Bank Jateng KCP. Syariah Sragen mewajibkan nasabah yang
melakukan pembiayaan membayarkan uang muka sebesar 5% dari
harga barang yang dibutuhkannya. Kegiatan tersebut telah sesuai
dengan Fatwa yang berlaku.
5) Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil
bank harus dibayar dari uang muka tersebut.
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Bank Jateng KCP. Syariah Sragen memberikan ketentuan untuk
nasabah, apabila nasabah membatalkan atau menolak barang yang
dipesannya maka uang muka akan menjadi uang pengganti kerugian
oleh bank, hat tersebut diperbolehkan oleh Fatwa DSN-MUI.
6) Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh
bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.
Bank Jateng KCP. Syariah Sragen memberikan ketentuan untuk
nasabah, apabila nasabah membatalkan atau menolak barang yang
dipesannya maka uang muka akan menjadi uang pengganti kerugian
oleh bank, hat tersebut diperbolehkan oleh Fatwa DSN-MUI.
7) Jika uang muka memakai kontrak urbun sebagai alternatif dari uang
muka, maka:
a) Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia
tinggal membayar sisa harga.
b) Jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank
maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat
pembatalan tersebut, dan jika uang muka tidak mencukupi,
nasabah wajib melunasi kekurangannya.
Nasabah Bank Jateng KCP. Syariah Sragen akan langsung
membayar kekurangan dari total harga keseluruhan secara
mengangsur kepada Bank Jateng KCP. Syariah Sragen, hal tersebut
seeuai dengan fatwa DSN-MUI yang berlaku.
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8) Jaminan dalam mura>bah}ah diperbolehkan, agar nasabah serius
dengan pesanannya. Disini bank dapat meminta nasabah untuk
menyediakan jaminan yang dapat dipegang.
Bank Jateng KCP. Syariah Sragen mewajibkan nasabahnya
untuk menyertakan barang jaminan kepada bank. Setelah bank
menyetujui jaminan tersebut bank akan melakukan proses
pembiayaan kepada nasabah. Hal tersebut dilakukan agar nasabah
tidak main-main dalam melakukan perjanjian dengan bank dan bank
dapat menerapkan prinsip kehati-hatian. Kegiatan tersebut sesuai
dengan Fatwa DSN-MUI yang berlaku.
9) Hutang dalam mura>bah}ah secara prinsip penyelesaiannya tidak ada
kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak
ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang
tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban
untuk menyelesaikan hutangnya kepada bank. Jika nasabah menjual
barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak wajib segera
melunasi seluruh angsurannya. Kemudian jika penjualan barang
terseut menyebabkan kerugian, nasabah harus tetap menyelesaikan
hutangnya sesuai kesepakatan awal. Ia tidak boleh memperlambat
pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan.
Nasabah Bank Jateng KCP. Syariah yang telah menyelesaikan
proses pembiayaan dan mendapatkan barang yang ia pesan akan
bertanggung jawab penuh dengan barang tersebut, apabila barang
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tersebut dijualnya maka sisa angsuran yang masih dibebankan kepada
nasabah oleh bank tetap harus dilunasi, nasabah juga bisa langsung
melunasi atau tetap mengansur secara rutin setiap bulannya. Dengan
demikian kegiatan yang dilakukan Bank Jateng KCP. Syariah Sragen
sesuai dengan Fatwa yang berlaku.
3. Jaminan dalam Mura>bah}ah
1) Jaminan dalam murabahah dibolehkan, agar nasabah serius
dengan pesanannya.
2) Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang
dapat dipegang.
Bank Jateng KCP. Syariah Sragen mewajibkan nasabahnya untuk
menyertakan barang jaminan kepada bank. Setelah bank menyetujui
jaminan tersebut bank akan melakukan proses pembiayaan kepada
nasabah. Hal tersebut dilakukan agar nasabah tidak main-main dalam
melakukan perjanjian dengan bank dan bank dapat menerapkan prinsip
kehati-hatian. Kegiatan tersebut sesuai dengan Fatwa DSN-MUI yang
berlaku.
4. Utang dalam Mura>bah}ah
1) Secara prinsip, penyelesaian utang nasabah dalam transaksi
murabahah tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan
nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah
menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau
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kerugian, ia   tetap berkewajiban untuk menyelesaikan utangnya
kepada bank.
2) Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran
berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya.
3) Jika penjualan barang tersebut menyebabkan  kerugian, nasabah
tetap harus menyelesaikan utangnya sesuai kesepakatan awal. Ia tidak
boleh memperlambat  pembayaran angsuran atau meminta kerugian
itu diperhitungkan.
Nasabah Bank Jateng KCP. Syariah yang telah menyelesaikan
proses pembiayaan dan mendapatkan barang yang ia pesan akan
bertanggung jawab penuh dengan barang tersebut, apabila barang tersebut
dijualnya maka sisa angsuran yang masih dibebankan kepada nasabah oleh
bank tetap harus dilunasi, nasabah juga bisa langsung melunasi atau tetap
mengansur secara rutin setiap bulannya. Dengan demikian kegiatan yang
dilakukan Bank Jateng KCP. Syariah Sragen sesuai dengan Fatwa yang
berlaku.
5. Penundaan Pembayaran dalam Mura>bah}ah
1) Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda
penyelesaian utangnya.
2) Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika
salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka
penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari’ah setelah
tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
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Nasabah Bank Jateng KCP. Syariah Sragen diwajibkan secara
tertip membayarkan angsuran setiap bulan, nasabah tidak diperbolehkan
menunda pembayaran, apabila hal tersebut dilakukan secara berbulan-
bulan, maka pihak bank akan melakukan tindakan seperti menyita barang
jaminan nasabah atau dapat melalui Badan Arbitasi Syariah. Hal tersebut
dibenarkan oleh Fatwa agar tidak terjadi kerugian yang besar pada pihak
bank.
Dari hasil analisis yang telah dipaparkan di atas maka dapat diperjelas
lagi dengan Tabel sebagai berikut :
1. Ketentuan Umum Mura>bah}ah dalam Perbakan Syariah
NO FATWA PRAKTIK HASIL
1. Bank dan dasabah melakukan
akad mura>bah}ah yang bebas
riba
Setelah selesainya segala
administrasi antara
nasabah dengan bank,
bank akan menghitung
margin dari jumlah uang
yang diserahkan kepada
nasabah
SESUAI
2. Barang yang diperjual belikan
tidak diharamkan oleh syariat
Islam
Barang yang diperjual
belikan oleh nasabah dan
bank bukanlah barang
yang diharamkan oleh
syariat Islam.
SESUAI
85
3. Bank membiayai sebagian atau
seluruh harga pembelian
barang yang telah disepakati
kualifikasinya
Bank dapat membiayai
nasabah sesuai dengan
kebutuhannya dengan
menyertakan jaminan
dan uang muka sebanyak
5% dari harga barang
yang dibutuhkan nasabah
SESUAI
4. Bank membeli barang yang
diperlukan nasabah atas nama
bank sendiri dan pembelian ini
harus sah dan bebas riba
Nasabah yang bertindak
sebagai wakil dari bank,
nasabah melaksanakan
pemebelian barang
langsung dengan
supplier, dimana
transaksi jual beli
tersebut diatas namakan
nasabah sendiri.
TIDAK
SESUAI
5. Bank harus menyampaikan
semua hal yang berkaitan
dengan pembelian, misalnya
jika pembelian dilakukan
secara hutang
Setelah bank menyetujui
permohonan pembiayaan
maka dilakukan akad
waka>lah sekaligus akad
mura>bah}ah. Kemudian
penandatanganan surat
kuasa jual beli dan Surat
SESUAI
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pengakuan hutang serta
dokumen legal lainnya
6. Bank kemudian menjual
barang tersebut kepada
nasabah (pemesan) dengan
harga jual senilai harga beli
plus keuntungannya. Dalam
kaitan ini bank harus
memberitahu secara jujur
harga pokok barang kepada
nasabah berikut biaya yang
diperlukan
Setelah selesainya segala
administrasi antara
nasabah dengan bank,
bank akan menghitung
margin dari jumlah uang
yang diserahkan kepada
nasabah tersebut dengan
menganggap bahwa uang
yang diterima nasabah
tersebut sebagai biaya
perolehan atau modal
yang telah disepakati
diawal akad.
SESUAI
7. Nasabah membayar harga
barang yang telah disepakati
tersebut pada jangka waktu
tertentu yang telah disepakati
Nasabah dalam
pembayaran angsuran
dapat dilakukan dengan
penyetoran uang
kedalam rekening
nasabah atau dengan
auto debet yaitu
pendebetan yang
SESUAI
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dilakukan oleh bank
kepada nasabah dan
mengangsur sesuai
dengan jangka waktu
yang ditentukan
8. Untuk mencegah terjadinya
penyalahgunaan atau
kerusakan akad tersebut, pihak
bank dapat mengadakan
perjanjian khusus dengan
nasabah.
Etelah bank menyetujui
permohonan pembiayaan
selanjutnya dilakukan
akad waka>lah sekaligus
akad mura>bah}ah dan
dilakukan
penandatanganan surat
kuasa jual beli dan surat
pengakuan hutang serta
dokumen legal lainnya.
SESUAI
9. Jika bank hendak mewakilkan
kepada nasabah membeli
barang dari pihak ketiga, akad
jual beli mura>bah}ah harus
dilakukan setelah barang,
secara prinsip menjadi milik
bank.
Dalam pembelian barang
yang dibutuhkan
nasabah, bank
mewakilkan pembelian
barang tersebut kepada
nasabah, setelah dana
dari bank diberikan
kepada nasabah maka
TIDAK
SESUAI
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nasabah akan langsung
membeli barang tersebut,
dengan mengatas
namakan dirinya pada
jual beli tersebut, setelah
nasabah mendapatkan
barang tersebut maka
nasabah tinggal
membayar secara
angsuran seperti
kesepakatan yang telah
ditentukan sebelumnya
tanpa kembali lagi ke
bank dan tidak
menyerahkan kuitansi
jual beli tersebut.
2. Ketentuan Mura>bah}ah Kepada Nasabah
NO FATWA PRAKTIK HASIL
1. Nasabah mengajukan
permohonan dan perjanjian
pembelian suatu barang atau
asset kepada bank.
Nasabah atau peminjam
dapat datang langsung ke
kantor kantor Bank
Jateng Syariah KCP
SESUAI
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Sragen dengan
mengajukan pembiayaan
kepada bank
2. Jika bank menerima
permohonan tersebut, ia harus
membeli terlebih dahulu aset
yang dipesannya secara sah
dengan pedagang.
Bank mewakilkan
pembelian barang
kepada nasabah, nasabah
mengatasnamakan
dirinya pada saat jual beli
berlangsung dan nasabah
langsung mengansur
setiap bulan kepada bank
TIDAK
SESUAI
3. Bank kemudian menawarkan
aset tersebut, ia harus membeli
terlebih dahulu aset yang
dipesannya secara sah dengan
pedagang.
Bank bertidak sebagai
penyedia dana,
pembelian dilakukan
oleh nasabah yang
menjadi wakil dari bank,
nasabah
mengatasnamakan
dirinya dalam transaksi
jual beli kepada
pedagang / supplier
TIDAK
SESUAI
4. Dalam jual beli ini bank
dibolehkan meminta nasabah
Bank menerima
pembiayaan yang
SESUAI
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untuk membayar uang muka
saat menandatangani
kesepakatan awal pemesanan.
dilakukan nasabah
dengan syarat nasabah
memberikan uang muka
sebesar 5% dan jaminan
yang telah disepakati
diawal
5. Jika nasabah kemudian
menolak membeli barang
tersebut, biaya riil bank harus
dibayar dari uang muka
tersebut.
Nasabah tidak dapat
memutuskan akad secara
sepihak, apabila hal
tersebut terjadi maka
uang muka yang telah
dibayarkan menjadi
biaya ganti rugi oleh
bank
SESUAI
6. Jika nilai uang muka kurang
dari kerugian yang harus
ditanggung oleh bank, bank
dapat meminta kembali sisa
kerugiannya kepada nasabah
Nasabah tidak dapat
memutuskan akad secara
sepihak, apabila hal
tersebut terjadi maka
uang muka yang telah
dibayarkan menjadi
biaya ganti rugi oleh
bank
SESUAI
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7. Jika uang muka memakai
kontrak urbun sebagai
alternatif dari uang muka,
maka:
a. Jika nasabah memutuskan
untuk membeli barang
tersebut, ia tinggal
membayar sisa harga.
b. Jika nasabah batal membeli,
uang muka menjadi milik
bank maksimal sebesar
kerugian yang ditanggung
oleh bank akibat
pembatalan tersebut, dan
jika uang muka tidak
mencukupi, nasabah wajib
melunasi kekurangannya.
Nasabah yang telah
menyelasaikan segala
administrasi dan jual beli
maka nasabah wajib
membayar sesara
angsuran kepada pihak
bank. Apabila nasabah
batal membeli barang
yang telah ia pesan maka
uang muka yang telah
dibayarkan menjadi
biaya ganti rugi oleh
bank
SESUAI
8. Jaminan dalam mura>bah}ah
diperbolehkan, agar nasabah
serius dengan pesanannya.
Disini bank dapat meminta
Setelah proses survey
dilakukan oleh bank
selsai selanjutnya bank
akan menghitung taksasi
Jaminan yang diserahkan
nasabah kepihak bank.
SESUAI
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nasabah untuk menyediakan
jaminan yang dapat dipegang.
9. Hutang dalam mura>bah}ah
secara prinsip penyelesaiannya
tidak ada kaitannya dengan
transaksi lain yang dilakukan
nasabah dengan pihak ketiga
atas barang tersebut. Jika
nasabah menjual kembali
barang tersebut dengan
keuntungan atau kerugian, ia
tetap berkewajiban untuk
menyelesaikan hutangnya
kepada bank. Jika nasabah
menjual barang tersebut
sebelum masa angsuran
berakhir, ia tidak wajib segera
melunasi seluruh angsurannya.
Kemudian jika penjualan
barang terseut menyebabkan
kerugian, nasabah harus tetap
menyelesaikan hutangnya
sesuai kesepakatan awal. Ia
Apabila nasabah menjual
barang yang telah ia beli,
maka pengansuran uang
kepada bank masih akan
tetap berlanjut atau dapat
ditutup dengan
membayar kekurangan
angsuran yang berlaku.
SESUAI
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tidak boleh memperlambat
pembayaran angsuran atau
meminta kerugian itu
diperhitungkan.
3. Jaminan dalam Mura>bah}ah
NO FATWA PRAKTIK HASIL
1. Jaminan dalam mura>bah}ah
dibolehkan, agar nasabah
serius dengan pesanannya.
Setelah proses survey
dilakukan oleh bank
selsai selanjutnya bank
akan menghitung taksasi
Jaminan yang diserahkan
nasabah kepihak bank.
SESUAI
2. Bank dapat meminta nasabah
untuk menyediakan jaminan
yang dapat dipegang.
Nasabah wajib
menyerahkan jaminan
kepada bank dalam
melakukan pembiayaan
SESUAI
4. Utang dalam Mura>bah}ah
NO FATWA PRAKTIK HASIL
1. Secara prinsip, penyelesaian
utang nasabah dalam
transaksi mura>bah}ah tidak ada
Apabila nasabah menjual
barang yang telah ia beli,
maka pengansuran uang
SESUAI
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kaitannya dengan transaksi
lain yang dilakukan nasabah
dengan pihak ketiga atas
barang tersebut. Jika nasabah
menjual kembali barang
tersebut dengan keuntungan
atau kerugian, ia   tetap
berkewajiban untuk
menyelesaikan utangnya
kepada bank.
kepada bank masih akan
tetap berlanjut atau dapat
ditutup dengan
membayar kekurangan
angsuran yang berlaku.
2. Jika nasabah menjual barang
tersebut sebelum masa
angsuran berakhir, ia tidak
wajib segera melunasi seluruh
angsurannya.
Apabila nasabah menjual
barang yang telah ia beli,
maka pengansuran uang
kepada bank masih akan
tetap berlanjut atau dapat
ditutup dengan
membayar kekurangan
angsuran yang berlaku.
SESUAI
3. Jika penjualan barang tersebut
menyebabkan  kerugian,
nasabah tetap harus
menyelesaikan utangnya
sesuai kesepakatan awal. Ia
Apabila nasabah menjual
barang yang telah ia beli,
maka pengansuran uang
kepada bank masih akan
tetap berlanjut atau dapat
SESUAI
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tidak boleh memperlambat
pembayaran angsuran atau
meminta kerugian itu
diperhitungkan.
ditutup dengan
membayar kekurangan
angsuran yang berlaku.
5. Penundaan Pembayaran dalam Mura>bah}ah
NO FATWA PRAKTIK HASIL
1. Nasabah yang memiliki
kemampuan tidak dibenarkan
menunda penyelesaian
utangnya.
Nasabah tidak
diperbolehkan menunda
pembayaran utang
kepada bank, apabila hal
tersebut terjadi secraa
terus menuerus maka
bank akan memberikan
peringatan dan dapat
mengambil keputusan
untuk menyita jaminan
nasabah
SESUAI
2. Jika nasabah menunda-nunda
pembayaran dengan sengaja,
atau jika salah satu pihak tidak
menunaikan kewajibannya,
maka penyelesaiannya
Apabila nasabah
menunda-nunada
pembayarannya maka
bank akan mengambil
jaminan yang telah
SESUAI
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dilakukan melalui Badan
Arbitrasi Syariah setelah tidak
tercapai kesepakatan melalui
musyawarah.
diserahkan bank.
Apabila nasabah tidak
setuju maka akan
dilakukan musyawarah
dan dapat diselesaikan
melalui Badan Arbitrasi
Syariah.
B. Tinjauan Fatwa Nomor: 09/DSN-MUI/IV/2000 terhadap Pelaksanaan
akad Mura>bah}ah bil waka>lah di Bank Jateng KCP. Syariah Sragen
1. Pernyataan ijab dan qabul
Pernyataan ijab dan qabul harus  dinyatakan  oleh  para pihak untuk
menunjukkan   kehendak   mereka   dalam   mengadakan kontrak (akad).
Menurut para ulama mazhab syafi’i, syarat untuk sighot yaitu akad
waka>lah berlangsung dengan lafal yang menunjukkan adanya keridhaan
terhadap perwakilan itu, baik secara terang-terangan maupun secara
sindiran. Dalam qabul tidak disyaratkan adanya ucapan, melainkan cukup
dengan perbuatan, seperti mengizinkan. Akad waka>lah tidak dikaitkan
dengan syarat, yaitu seperti ucapan seorang. Akan tetapi, boleh
mengaitkannya dengan sesuatu jika sesuatu tersebut terjadi setelah
waka>lah itu terlaksana. Juga sah membatasi waka>lah dengan waktu.
97
Praktiknya Bank Jateng KCP. Syariah Sragen melakukan ijab dan
qabul setelah nasabah setuju dengan syarat dan ketentuan yang telah
dijelaskan oleh bank. Pernyataan ijab dan qabul ditandai dengan
ditandatanganinya surat perjanjian akad mura>bah}ah bil waka>lah oleh
nasabah sebagai wakil dan bank sebagai muwakkil. Dengan paparan diatas
dapat disimpulkan bahwa Bank Jateng KCP. Syariah  dalam melaksanakan
ijab dan qabul telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 09/DSN-
MUI/IV/2000 yang berlaku.
2. Waka>lah dengan  imbalan  bersifat  mengikat dan  tidak  boleh dibatalkan
secara sepihak
Akad waka>lah dinyatakan berakhir apabila seorang wakil atau
mewakili sudah menyelesaikan tugas dari pemberi kuasa yang
mewakilkan, atau amanat yang diberikan muwakil kepada wakil telah
disampaikan kepada penerima amanat. Akad yang sudah disepakati tidak
boleh begitu saja dibatalkan secara sepihak. Apabila hal tersebut terjadi
maka akan ada sanksi yang berlaku bagi pihak yang membatalkan akad.
Bank Jateng KCP. Syariah telah melakukan akad dengan nasabah dan
didalam akad tersebut telah dijelaska apa saja yang harus dilakukan dan
apabila terjadi penyelewengan maka akan ada sanksi bagi pihak yang
dianggap merugikan pihak lain. Dari pemaparan tersebut Bank Jateng
KCP. Syariah Sragen telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI yang berlaku.
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3. Syarat-syarat muwakkil
Syarat-syarat muwakkil yaitu : Pemilik sah yang dapat bertindak
terhadap sesuatu yang diwakilkan dan orang mukallaf atau anak
mumayyiz dalam batas-batas tertentu, yakni dalam hal-hal yang
bermanfaat baginya seperti mewakilkan untuk menerima hibah,
menerima sedekah dan sebagainya.
Pada Praktinya Bank Jateng KCP. Syariah Sragen bertindak sebagai
muwakkil dimana bank mewakilkan pembelian barang kepada nasabah.
Hal tersebut telah sesuai dengan fatwa yang berlaku, karena bank adalah
penyedia dana yang mewakilkan dirinya kepada nasabah agar kegiatan
dapat dilakukan dengan mudah dan cepat.
4. Syarat-syarat wakil (yang mewakili)
Syarat wakil adalah cakap hukum, dapat mengerjakan tugas yang
diwakilkan kepadanya dan wakil adalah orang yang diberi amanat. Bank
Jateng KCP. Syariah Sragen meminta nasabah agar dapat membeli
sendiri barang yang dibutuhkannya dengan menjadi wakil untuk bank
setelah segala administrasi yang dibutuhkan terselesaikan. Kegiatan
tersebut telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI yang berlaku karena
nasabah merupakan orang yang telah mengerti tentang hukum, sanggup
menjadi wakil dan dinilai amanah oleh bank.
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5. Hal-hal yang diwakilkan
Barang yang diwakilkan mempunyai syarat seperti diketahui dengan
jelas oleh orang yang mewakili, tidak bertentangan dengan syariah Islam,
dam dapat diwakilkan menurut syariah Islam. Barang yang dibutuhkan
nasabah adalah objek akad, Bank Jateng KCP. Syariah akan melakukan
survey barang, dan harga dari barang tersebut. Apabila barang tersebut
sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka bank akan menyetujui
permohonan pembiayaan oleh nasabah dengan segala pertimbangannya.
Dari kegiatan tersebut diatas telah disimpulkan bahwa Bank Jateng KCP.
Syariah dalam pelaksanaan akad telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI
yang berlaku.
Dari hasil analisis yang telah dipaparkan di atas maka dapat diperjelas
lagi dengan Tabel sebagai berikut :
1. Ketentuan Tentang Waka>lah
NO FATWA PRAKTIK HASIL
1. Pernyataan ijab dan qabul
harus  dinyatakan  oleh  para
pihak untuk   menunjukkan
kehendak   mereka   dalam
mengadakan kontrak (akad).
Pernyataan ijab dan
qabul dilakukan ketika
kedua belah pihak yaitu
Bank Jateng KCP. Syariah
dan Nasabah telah setuju
dengan persyaratan dan
ketentuan yang berlaku
diawal ketika nasabah
SESUAI
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sudah menyelesaikan
segala administrasi yang
terkait dengan
pembiayaan
2. Waka>lah dengan  imbalan
bersifat  mengikat  dan  tidak
boleh dibatalkan secara
sepihak
Sebelum nasabah
diberikan dana, Bank
Jateng KCP. Syariah
Sragen akan membuatkan
surat perjanjian seperti
akad mura>bah}ah bil
waka>lah kepada nasabah,
yang isinya berlaku syarat
dan ketentuan yang
bersifat mengikat.
SESUAI
2. Rukun dan Syarat Waka>lah
NO FATWA PRAKTIK HASIL
1. Syarat-syarat muwakkil (yang
mewakilkan)
a. Pemilik sah yang dapat
bertindak terhadap sesuatu
yang diwakilkan.
Bank sebagai muwakkil
yang memberikan
kuasanya kepada nasabah
untuk membeli barang
yang dibutuhkannya.
SESUAI
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b. Orang mukallaf atau
anak mumayyiz dalam
batas-batas tertentu, yakni
dalam hal-hal yang
bermanfaat baginya seperti
mewakilkan untuk
menerima hibah,
menerima sedekah dan
sebagainya
2. Syarat-syarat wakil (yang
mewakili)
a. Cakap hukum
b. Dapat mengerjakan tugas
yang diwakilkan kepadanya
c. Wakil adalah orang yang
diberi amanat
Nasabah yang berperan
menjadi wakil adalah
seseorang yang telah
cakap hukum, yang
amanah dan yang
mendapat amanah dari
pihak bank. Terbukti
dengan ditandatangani
surat kuasa akad
mura>bah}ah bil waka>lah.
SESUAI
3. Hal-hal yang diwakilkan
a. Diketahui dengan jelas oleh
orang yang mewakili
Barang yang diwakilkan
merupakan barang yang
dapat diketahui dengan
jelas bentuknya dan
SESUAI
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b. Tidak bertentangan dengan
syariah Islam
c. Dapat diwakilkan menurut
syariah Islam
tidak bertentangan
dengan syariat Islam dan
dapat diwakilkan
menurut syariat Islam.
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan penelitian dengan “Pelaksanaan akad Mura>bah}ah Bil
Waka>lah di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah ditinjau dari Fatwa
Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 dan Fatwa Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000
(Studi Kasus di Bank Jateng KCP. Syariah Sragen)” yang telah di lakukan serta
hasil yang di peroleh seperti yang telah di diskripsikan pada bab-bab
sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai berikut :
1. Ditinjau dari Fatwa Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 pelaksanaan akad
mura>bah}ah bil waka>lah di Bank Jateng KCP. Syariah Sragen ada sebagian
kegiatan yang tidak sesuai, yaitu pada :
Point ke 4 menyatakan bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas
nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba. BPD Bank
Jateng Syariah KCP. Sragen tidak mempermasalahkan tentang kwitansi
yang tidak diserahkan oleh nasabah ke bank syariah, sehingga barang tidak
jelas harga dan kepemilikannya.
Ketentuan umum mura>bah}ah dalam bank syariah point ke 9 menyatakan
bahwasannya “Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk
membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli mura>bah}ah harus
dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank.” Karena pada
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prakteknya bank syariah menandatangani akad mura>bah}ah bersamaan
dengan akad waka>lah. Sehingga yang barang yang dijual kenasabah belum
menjadi milik bank.
2. Ditinjau dari Fatwa Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 pelaksanaan akad
mura>bah}ah bil waka>lah di Bank Jateng KCP. Syariah Sragen telah sesuai
dengan ketentuannya diantaranya adalah penyertaan ijab dan qabul yang
dilakukan kedua belah pihak yaitu Nasabah dan Bank Jateng KCP. Syariah
Sragen sebelum akad dimulai dengan ditanda tangani surat perjanjian jual
beli dan surat perjanjian lainnya. Akad yang digunakan bersifat mengikat
dan tidak dapat dibatalkan secara sepihak, apabila hal tersebut terjadi maka
ada tindakan agar pihak lain tidak merasa dirugikan.
Rukun dan syarat yang telah terpenuhi seperti bank yang menjadi
muwakkil memberikan nasabah dana untuk melakukan transaksi jual beli
kepada pedagang karena bank yang mempunyai keterbatasan untuk
memeroleh barang pesanan nasabah. Nasabah yang menjadi wakil telah
menyelesaikan segala administrasi dan ketentuan yang berlaku oleh pihak
Bank Jateng KCP. Syariah Sragen.
Barang yang menjadi objek akad adalah barang yang suci dan tidak
bertentangan dengan syarat Islam, barang tersebut juga dapat diketahui
pihak nasabah karena nasabah sendiri yang menginginkannya.
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B. Saran
1. Bank Jateng Syariah sebagai Lembaga Keuangan Syariah lebih berhati-hati
dalam hal implementasinya agar tidak menimbulkan kerugian serta keraguan
pada salah satu pihak dan agar lebih meningkatkan kesyariahan
pembiayaannya.
2. Bank Jateng Syariah diharapkan tetap menjaga penerapan prinsip-prinsip
syariah didalam produknya baik untuk produk penghimpunan dana maupun
penyaluran pembiayaan serta senantiasa melakukan edukasi terhadap nasabah
tentang sistem perbankan syariah.
3. Tingkat pembiayaan mura>bah}ah yang tinggi mendorong Bank Jateng Syariah
agar meningkatkan kualitas SDM yang ada serta meningkatkan pelayanan
terbaik terhadap masyarakat, sehingga masyarakat muslim maupun non
muslim tertarik untuk menggunakan sistem Perbankan Syariah.
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Jabatan : Pimpinan Cabang BPD Bank Jateng Syariah KCP Sragen
Tanggal : 09 Juni 2019
Waktu : 11.30 WIB
Pertanyaan :
1. Pembiayaan apa sajakah yang menggunakan prinsip waka>lah ?
2. Bagaimana prosedur yang dilakukan BPD Bank Jateng Syariah KCP. Sragen
setelah selesai segala administrasi nasabah yang ingin  mengajukan
pembiayaan pada BPD Bank Syariah KCP. Sragen?
Jawaban :
1. BPD Bank Jateng Syariah KCP. Sragen terdapat pembiayaan berdasarkan
prinsip waka>lah, di mana dalam prinsip ini memberikan pelayanan pada
pembelian barang-barang, seperti tanah, rumah, bahan bangunan, dan lain
sebagainya. Terkait adanya praktek Mura>bah}ah bil waka>lah di BPD Bank
Jateng Syariah KCP. Sragen harus memenuhi berbagai persyaratan atau
langkah-langkah dalam melakukan kerjasama dalam bidang pembiayaan.
2. Setelah selesainya segala administrasi antara nasabah dengan bank, maka uang
diserahkan kepada nasabah sesuai dengan jumlah kebutuhan yang diinginkan
oleh nasabah dan bank akan menghitung margin dari jumlah uang yang
diserahkan kepada nasabah tersebut dengan menganggap bahwa uang yang
diterima nasabah tersebut sebagai biaya perolehan atau modal
Hasil Wawancara 2
Nama : M. Ikhsan Sari H.
Jabatan : Seksi Pemasaran BPD Bank Jateng Syariah KCP Sragen
Tanggal : 12 November 2018
Waktu : 09.00 WIB
Pertanyaan :
1. Apa sajakah Produk layanan yang disediakan BPD Bank Jateng Syariah KCP.
Sragen ?
2. Produk apakah yang paling mendominasi di BPD Bank Jateng Syariah KCP.
Sragen ini ?
3. Apa yang dilakukan bank ketika pada saat nasabah membutuhkan barang
tertentu namun BPD Bank Jateng Syariah KCP. Sragen belum memiliki atau
menyediakan ?
Jawaban :
1. Produk Simpanan, seperti : iB Tabungan BIMA, iB Tabungan Haji, iB
Tabungan Amanah, iB Deposito, iB Giro. Produk Pembiayaan, seperti : iB
Griya, iB Multiguna, iB Pembiayaan Umroh, iB Rahn Emas, iB Modal Kerja,
iB Investasi, iB Kopar (Koperasi Karyawan), iB KJKS (Koperasi Jasa
Keuangan Syariah), iB Modal Kerja BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat
Syariah). Dan selanjutnya lebih lengkat dapat dilihat di
http://syariah.bankjateng.co.id/tentang_kami/profil
2. Produk yang paling mendominasi di BPD Bank Jateng Syariah KCP. Sragen
adalah Pembiayaan Murabahah, hal ini disebabkan karena akad murabahah
sangat mudah diterapkan.
3. Apabila pada saat itu bank tidak memiliki barang yang dibutuhkan nasabah,
maka bank akan menyertakan akad wakalah pada produk murabahah
(murabahah bil wakalah) tersebut dimana nasabah membeli barang yang
dibutuhkannya di toko atau supplier dengan dana yang sudah disediakan dan
atas nama bank.
Hasil Wawancara 3
Nama : Dodi Septriyono
Jabatan : KA Marketing BPD Bank Jateng Syariah KCP Sragen
Tanggal : 12 November 2018
Waktu : 09.00 WIB
Pertanyaan :
1. Bagaimana implementasi wakalah bil murabahah yang tersedia pada layanan
BPD Bank Jateng Kec. Sragen ?
2. Bagaimana dengan kwitansi pembelian barang oleh nasabah ?
3. Bagaimana bank dapat memastikan bahwa dana yang diberikan oleh bank
digunakan sebagaimana mestinya ?
Jawaban :
1. Pelaksanaan pembiayaan Mura>bah}ah bil waka>lah dapat dilakukan dengan cara
calon nasabah mengajukan permohonan pembiayaan untuk pembelian barang
kepada bank dengan membawa semua berkas-berkas yang dibutuhkan.
Kemudian bank menyetujui permohonan pembiayaan untuk pembelian barang
selanjutnya dilakukan akad waka>lah sekaligus akad Mura>bah}ah. Kemudian
dilakukan penandatanganan Surat Kuasa Jual Beli dan Surat Pengakuan
Hutang. Setelah akad selesai dilanjutkan dengan penyerahan atau pencairan
dana ke rekening nasabah, kemudian nasabah mendebit uang tersebut yang
selanjutnya nasabah diminta untuk membeli barang kepada supplier.
Penyerahan atau pengiriman barang langsung dari supplier kepada nasabah.
Selanjutnya nasabah mulai melakukan pengembalian dana berupa harga pokok.
2. Kwitansi pemebilan oleh nasabah jarang sekali disertakan oleh nasabah kepada
bank, karena dari pihak bank juga sudah percaya dengan nasabah bahwa
nasabah tersebut bisa diamanahi BPD Bank Jateng tidak mengharuskan
pengembalian kwitansi pembelian, namun jika dikembalikan nasabah lebih
baik.
3. Pihak BPD Bank Jateng Syariah KCP. Sragen sudah menyiapkan dokumen-
dokumen yang harus diisi dan disetujui oleh nasabah jika ingin mengajukan
pembiayaan, seperti terdapatnya formulir pengisian data pembiayaan oleh
nasabah.
Hasil Wawancara 4
Nama : Giyarningsih
Jabatan : Nasabah BPD Bank Jateng Syariah KCP Sragen
Tanggal : 10 Juni 2019
Waktu : 09.00 WIB
Pertanyaan :
1. Bagaimana proses pengajuan pembiayaan yang ibu ketahui di BPD Bank
Jateng Syariah KCP. Sragen ?
2. Apa saja dokumen yang dibutuhkan untuk dapat mengajukan pembiayaan di
BPD Bank Jateng Syariah KCP. Sragen ?
3. Kapan ibu melakukan penandatanganan akad dan persetujuan syarat serta
ketentuan yang ditawarkan BPD Bank Jateng Syariah ?
4. Apakah ibu menyerahkan bukti pembayaran atau kwitansi pembayaran ibu
dengan toko ? Kalau tidak lantas bagaimana tindakan pihak BPD Bank Jateng
Syariah KCP. Sragen kepada ibu ?
Jawaban :
1. Saya langsung datang ke kantor BPD Bank Jateng Syariah KCP. Sragen
dengan membawa berkas-berkas yang diperlukan. Sebelumnya saya sudah
mencari informasi tentang pembiayaan apasaja yang ada di bank tersebut
kepada telernya. Selanjutnya saya diberikan syarat salah satunya uang muka
sebesar 30% dibayarkan ke bank dan jaminan yang saya dapat.
2. Dokumen yang dibutuhkan untuk pembiayaan di BPD Bank Jateng KCP.
Sragen tidak berbeda dengan bank-bank lain, diantaranya seperti :
a. Pas foto pemohon suami dan istri ukuran 4x6
b. Fotocopi KTP pemohon suami dan istri
c. Fotocopi KK dan surat nikah pemohon
d. Fotocopi NPWP (Pembiayaan > Rp. 100.000.000,-)
e. Neraca dan laba rugi 2 tahun terakhir dan bulan terakhir
f. Fotocopy Surat Izin Usaha dan surat izin lainnya
3. Penandatanganan kesepakatan saya lakukan ketika bank telah selesai mengolah
data dan menimbang layak tidaknya saya dalam pengajuan pembiayaan.
Setelah saya tanda tangan maka uang yang saya butuhkan dikirim ke rekening
saya, selanjutnya saya mulai mengansur pengembalian uang kepada bank
setiap bulannya.
4. Kwitansi yang saya peroleh setelah membeli barang yang saya butuhkan tidak
saya serahkan karena saya tidak diminta untuk mengembalikan. Bank juga
tidak memberi pengertian bahwa kwitansi wajib dikembalikan.









 FATWA 
DEWAN SYARI’AH NASIONAL 
NO: 04/DSN-MUI/IV/2000 
Tentang 
MURABAHAH 
ِميِحرلا ِنمحرلا ِاللها ِمسِب 
 
Dewan Syari’ah Nasional setelah 
Menimbang : a. bahwa masyarakat banyak memerlukan bantuan penyaluran dana 
dari bank berdasarkan pada prinsip jual beli; 
  b. bahwa dalam rangka membantu masyarakat guna melang-
sungkan dan meningkatkan kesejahteraan dan berbagai kegiatan, 
bank syari’ah perlu memiliki fasilitas murabahah bagi yang 
memerlukannya, yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan 
harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan 
harga yang lebih sebagai laba; 
  c. bahwa oleh karena itu, DSN memandang perlu menetapkan fatwa 
tentang Murabahah untuk dijadikan pedoman oleh bank syari’ah. 
Mengingat : 1. Firman Allah QS. al-Nisa’ [4]: 29: 
 َنوـُكت ْنَأ َّلاِإ ِلـِطابْلاِب مُكنيب مُكَلاومَأ اوُلُكْأتَلا اونمآ نيِذَّلا اهيَأ آي
مُكنِم ٍضارت نع ًةراجِت...  
   “Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan 
(mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali 
dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di 
antaramu…”. 
  2. Firman Allah QS. al-Baqarah [2]: 275: 
 …ابرلا مرحو عيبْلا ُاللها َّلحَأو… 
   "…Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan 
riba…." 
3. Firman Allah QS. al-Ma’idah [5]: 1: 
 ِدوُقعْلاِب اوُفوَأ اونمآ نيِذَّلا اهيَأاي… 
   “Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu….” 
4. Firman Allah QS. al-Baqarah [2]: 280: 
ٍةرسيم ىَلِإ ٌةرِظنَف ٍةرسعوُذ َناَك ْنِإو...  
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   “Dan jika (orang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah 
tangguh sampai ia berkelapangan…” 
  5. Hadis Nabi SAW.: 
 ِهـيَلع ُاللها ىَّلص ِاللها َلوسر َّنَأ هنع اللها يضر يِردخْلا ٍديِعس يِبَأ نع
 َلاَق مَّلسو ِهِلآو : ،ٍضارت نع عيبْلا امنِإ) ـ باو يقهيبلا هاور هـجام ن
نابح نبا هححصو( 
   Dari Abu Sa’id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, 
"Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka." 
(HR. al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu 
Hibban). 
  6. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah: 
 ا َّنَأ َلاَق مَّلسو ِهِلآو ِهيَلع ُاللها ىَّلص يِبنل :ُةَكربْلا نِهيِف ٌثَلاَث : ىَلِإ عيبْلَا
 ِعيبْلِل َلا ِتيبْلِل ِريِعشلاِب ربْلا ُطْلخو ،ُةضراَقمْلاو ،ٍلجَأ) هجام نبا هاور
بيهص نع( 
 “Nabi bersabda, ‘Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual 
beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan 
mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah 
tangga, bukan untuk dijual.” (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib). 
7. Hadis Nabi riwayat Tirmidzi: 
ينِمِلسمْلا نيب زِئاج حْلصلَا امارح َّلحَأ وَأ ًلاَلاح مرح احْلص َّلاِإ 
امارح َّلحَأ وَأ ًلاَلاح مرح اًطرش َّلاِإ مِهِطورش ىَلع َنومِلسمْلاو 
)فوع نب ورمع نع يذمرتلا هاور(. 
 “Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali 
perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan 
yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat 
mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau 
menghalalkan yang haram” (HR. Tirmizi dari ‘Amr bin ‘Auf). 
8. Hadis Nabi riwayat jama’ah: 
غْلا ُلْطممْلُظ يِن… 
 “Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang 
mampu adalah suatu kezaliman…” 
9. Hadis Nabi riwayat Nasa’i, Abu Dawud, Ibu Majah, dan Ahmad: 
هتبوُقعو هضرِع ُّلِحي ِدِجاوْلا يَل. 
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 “Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang 
mampu menghalalkan harga diri dan pemberian sanksi 
kepadanya.” 
10. Hadis Nabi riwayat `Abd al-Raziq dari Zaid bin Aslam: 
هَّلحَأَف ِعيبْلا ىِف ِنابرعْلا ِنع مَّلسو ِهيَلع ُاللها ىَّلص ِاللها ُلوسر َلِئس هنَأ  
 “Rasulullah SAW. ditanya tentang ‘urban (uang muka) dalam 
jual beli, maka beliau menghalalkannya.” 
11. Ijma' Mayoritas ulama tentang kebolehan jual beli dengan cara 
Murabahah (Ibnu Rusyd, Bidayah al-Mujtahid, juz 2, hal. 161; 
lihat pula al-Kasani, Bada’i as-Sana’i, juz 5 Hal. 220-222). 
12. Kaidah fiqh: 
اهِميِرحت ىَلع ٌليِلد َّلدي ْنَأ َّلاِإ ُةحابِلإْا ِتَلاماعمْلا ىِف ُلصَلأَا. 
 “Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan 
kecuali ada dalil yang mengharamkannya.” 
Memperhatikan :  Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional pada hari 
Sabtu, tanggal 26 Dzulhijjah 1420 H./1 April 2000. 
MEMUTUSKAN 
Menetapkan : FATWA TENTANG MURABAHAH 
Pertama : Ketentuan Umum Murabahah dalam Bank Syari’ah: 
1. Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas 
riba. 
2. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syari’ah 
Islam. 
3. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang 
yang telah disepakati kualifikasinya.  
4. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank 
sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba. 
5. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan 
pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang. 
6. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah 
(pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus 
keuntungannya. Dalam kaitan ini Bank harus memberitahu 
secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya 
yang diperlukan.  
7. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut 
pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.  
8. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad 
tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus 
dengan nasabah.  
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9. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli 
barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus 
dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank. 
Kedua : Ketentuan Murabahah kepada Nasabah: 
1. Nasabah mengajukan permohonan dan janji pembelian suatu 
barang atau aset kepada bank. 
2. Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli 
terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan 
pedagang. 
3. Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan 
nasabah harus menerima (membeli)-nya sesuai dengan janji yang 
telah disepakatinya, karena secara hukum janji tersebut 
mengikat; kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak 
jual beli. 
4. Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk 
membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal 
pemesanan. 
5. Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya 
riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut. 
6. Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus 
ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa 
kerugiannya kepada nasabah. 
7. Jika uang muka memakai kontrak ‘urbun sebagai alternatif dari 
uang muka, maka 
a. jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia 
tinggal membayar sisa harga. 
b. jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank 
maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank 
akibat pembatalan tersebut; dan jika uang muka tidak 
mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya. 
Ketiga : Jaminan dalam Murabahah: 
1. Jaminan dalam murabahah dibolehkan, agar nasabah serius 
dengan pesanannya. 
2. Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang 
dapat dipegang. 
Keempat : Utang dalam Murabahah: 
1. Secara prinsip, penyelesaian utang nasabah dalam transaksi 
murabahah tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang 
dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika 
nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan 
atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan 
utangnya kepada bank. 
2. Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran 
berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya. 
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3. Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah 
tetap harus menyelesaikan utangnya sesuai kesepakatan awal. Ia 
tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta 
kerugian itu diperhitungkan. 
Kelima : Penundaan Pembayaran dalam Murabahah: 
1. Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda 
penyelesaian utangnya. 
2. Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau 
jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka 
penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari’ah 
setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. 
Keenam : Bangkrut dalam Murabahah: 
Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan 
utangnya, bank harus menunda tagihan utang sampai ia menjadi 
sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan. 
 
 Ditetapkan di : Jakarta 
  Tanggal : 26 Dzulhijjah 1420 H. 
    1   April         2000 M 
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FATWA  
DEWAN SYARI’AH NASIONAL 
NO: 10/DSN-MUI/IV/2000 
Tentang 
W A K A L A H 
 
ِميِحرلا ِنمحرلا ِاللها ِمسِب 
 
Dewan Syari’ah Nasional setelah 
Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencapai suatu tujuan sering diperlukan 
pihak lain untuk mewakilinya melalui akad wakalah, yaitu 
pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain dalam 
hal-hal yang boleh diwakilkan; 
  b. bahwa praktek wakalah pada LKS dilakukan sebagai salah satu 
bentuk pelayanan jasa perbankan kepada nasabah; 
  c. bahwa agar praktek wakalah tersebut dilakukan sesuai dengan 
ajaran Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang 
wakalah untuk dijadikan pedoman oleh LKS. 
Mengingat : 1. Firman Allah QS. al-Kahfi [18]: 19: 
 اوُلاـَق ،متْثِبَل مَك مهنِم ٌلِئاَق َلاَق ،مهنيب اوُلَءآستيِل مهانْثعب كِلذَكو
 انْثِبَل مُكدـحَأ اوُثعباَف متْثِبَلامِب مَلعَأ مُكبر اوُلاَق ،ٍموي ضعب وَأ اموي
 ُظنيْلَف ِةنيِدمْلا ىَلِإ هِذه مُكِقِروِب هنِم ٍقزِرِب مُكِتْأيْلَف اماعَط ىَكزَأ اهيَأ ر
ادحَأ مُكِب َّنرِعشي َلاو فَّطَلتيْلو. 
"Dan demikianlah Kami bangkitkan mereka agar saling 
bertanya di antara mereka sendiri. Berkata salah seorang di 
antara mereka: ‘Sudah berapa lamakah kamu berada (di sini)?’ 
Mereka menjawab: ‘Kita sudah berada (di sini) satu atau 
setengah hari.’ Berkata (yang lain lagi): ‘Tuhan kamu lebih 
mengetahui berapa lama kamu berada (di sini). Maka suruhlah 
salah seorang kamu pergi ke kota dengan membawa uang 
perakmu ini, dan hendaklah ia lihat manakah makanan yang 
lebih baik, maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, 
dan hendaklah ia berlaku lemah lembut, dan janganlah sekali-
kali menceritakan halmu kepada seseorang pun.’” 
  2. Firman Allah dalam QS. Yusuf [12]: 55 tentang ucapan Yusuf 
kepada raja: 
ميَلع ٌظيِفح ينِإ ،ِضرَلأْا ِنِئازخ ىَلع يِنْلعجِا. 
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"Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir). Sesungguhnya 
aku adalah orang yang pandai menjaga lagi berpengalaman.” 
  3. Firman Allah QS. al-Baqarah [2]: 283: 
... َاللها ِقـتيْلو ،هـتنامَأ نِمتؤا ىِذَّلا دؤيْلَف اضعب مُكضعب نِمَأ ْنِإَف
هبر... 
 “…Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, 
hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan 
hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya…”. 
4. Firman Allah QS. al-Ma’idah [5]: 2: 
ِناودعْلاو ِمْثِلإْا ىَلع اونواعت َلاو ،ىوْقتلاو رِبْلا ىَلع اونواعتو. 
“Dan tolong-menolonglah dalam (mengerjakan) kebajikan dan 
taqwa, dan janganlah tolong-menolong dalam (mengerjakan) 
dosa dan pelanggaran.” 
5. Hadis-hadis Nabi, antara lain: 
 نـِم ًلاجرو ٍعِفار ابَأ َثعب مَّلسو ِهِلآو ِهيَلع ُاللها ىَّلص ِاللها َلوسر َّنِإ
 ِثِراحْلا تنِب َةنوميم هاجوزَف ،ِراصنَلأْا)أطولما في كلام هاور(  
“Rasulullah SAW mewakilkan kepada Abu Rafi’ dan seorang 
Anshar untuk mengawinkan (qabul perkawinan Nabi dengan) 
Maimunah r.a.” (HR. Malik dalam al-Muwaththa’). 
 مهَف َظَلْغَأَف هاضاَقتي مَّلسو ِهيَلع مهَّللا ىَّلص يِبنلا ىتَأ ًلاجر َّنَأ ِهـِب 
 مَّلسو ِهِلآو ِهيَلع مهَّللا ىَّلص ِهَّللا ُلوسر َلاَقَف هباحصَأ : َّنِإـَف ،هوعد
 َلاَق مُث ،ًلااَقم قحْلا ِبِحاصِل :ِهنِس َلْثِم انِس هوُطعَأ .اوُلاَق : َلوسر اي
 ِهنِس نِم َلَثمَأ َّلاِإ دِجنَلا ِهَّللا .َلاَقَف مُكِرـيخ نـِم َّنِإـَف ،هوُطعَأ 
ًءاضَق مُكنسحَأ )َةريره يِبَأ نع يراخبلا هاور(  
“Seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW untuk menagih 
hutang kepada beliau dengan cara kasar, sehingga para sahabat 
berniat untuk “menanganinya”. Beliau bersabda, ‘Biarkan ia, 
sebab pemilik hak berhak untuk berbicara;’ lalu sabdanya, 
‘Berikanlah (bayarkanlah) kepada orang ini unta umur setahun 
seperti untanya (yang dihutang itu)’. Mereka menjawab, ‘Kami 
tidak mendapatkannya kecuali yang lebih tua.’ Rasulullah 
kemudian bersabda: ‘Berikanlah kepada-nya. Sesungguhnya 
orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang 
paling baik di dalam membayar.” (HR. Bukhari dari Abu 
Hurairah). 
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6. Hadis Nabi riwayat Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf: 
 اـمارح َّلحَأ وَأ ًلاَلاح مرح احْلص َّلاِإ ينِمِلسمْلا نيب زِئاج حْلصلَا
امارح َّلحَأ وَأ ًلاَلاح مرح اًطرش َّلاِإ مِهِطورش ىَلع َنومِلسمْلاو. 
 “Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali 
perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan 
yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat 
mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau 
menghalalkan yang haram.” 
7. Umat Islam ijma’ tas kebolehkan wakalah, bahkan 
memandangnya sebagai sunnah, karena hal itu termasuk jenis 
ta’awun (tolong-menolong) atas dasar kebaikan dan taqwa, yang 
oleh al-Qur'an dan hadis. 
8. Kaidah fiqh: 
َاِف ُلصَلأي  ِتَلاماعمْلا ُةحابِلإْا ْنَأ َّلاِإهِميِرحت ىَلع ٌليِلد َّلديا. 
 “Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan 
kecuali ada dalil yang mengharamkannya.” 
Memperhatikan :  Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional pada hari 
Kamis, tanggal 8 Muharram 1421 H./13 April 2000. 
MEMUTUSKAN 
Menetapkan : FATWA TENTANG WAKALAH 
Pertama : Ketentuan tentang Wakalah: 
1. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak 
untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan 
kontrak (akad). 
2. Wakalah dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak boleh 
dibatalkan secara sepihak. 
Kedua : Rukun dan Syarat Wakalah: 
1. Syarat-syarat muwakkil (yang mewakilkan) 
a. Pemilik sah yang dapat bertindak terhadap sesuatu yang 
diwakilkan.  
b. Orang mukallaf atau anak mumayyiz dalam batas-batas 
tertentu, yakni dalam hal-hal yang bermanfaat baginya 
seperti mewakilkan untuk menerima hibah, menerima 
sedekah dan sebagainya. 
2. Syarat-syarat wakil (yang mewakili) 
a. Cakap hukum, 
b. Dapat mengerjakan tugas yang diwakilkan kepadanya,  
c. Wakil adalah orang yang diberi amanat. 
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3. Hal-hal yang diwakilkan 
a. Diketahui dengan jelas oleh orang yang mewakili, 
b. Tidak bertentangan dengan syari’ah Islam, 
c. Dapat diwakilkan menurut syari’ah Islam. 
Ketiga : Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika 
terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya 
dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari’ah setelah tidak tercapai 
kesepakatan melalui musyawarah. 
 Ditetapkan di : Jakarta 
  Tanggal : 08 Muharram  1421 H. 
    13     April     2000 M 
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